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ATA PENGANTAR

ji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan
yah-Nya, sehingga Project Leader dapat menyelesaikan Implementasi Proyek
Perubahan dengan judul " STRATEGI PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS
MELALUI SINKRONISASI HUKUM DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DI
WILAYAH POLDA JATENG".

Proyek perubahan ini merupakan fungsi dan tanggung jawab Polri
khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dalam
mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam penanganan kasus
kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas sehingga penegakan
hukum yang berkeadilan bagi para korban dapat terwujud. Manfaat dari Proyek
Perubahan ini bagi masyarakat adalah terwujudnya pelayanan, penegakan dan
kepastian hukum yang berkeadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual
kihususnya bagi para penyandang disabilitas.

Pada kesempatan ini Project Leader ingin menyampaikan rasa hormat dan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Parlindungan, S.E., M.T., Ak.
selaku Coach yang telah berkenan dengan kesabaran dan ketekunan untuk
meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk serta
dorongan semangat dalam penulisan Implemantasi Proyek Perubahan hingga
selesai. Tak lupa rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga
Project Leader haturkan kepada :

1. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.MK.

2. Karoops Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Basya Radyananda, S.LK., M. H.

3. Karo SDM Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yohanes Ragil Heru Susetyo,
S.ILK., M.Hum.

4. Dirreskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Johanson Ronald Simamora,
S.IK., S.H., M.H.

5. Kabid Hukum Polda Jawa Tengah, Bapak Kombes Pol Johanes Setiawa
Widjanarko, S.L.K., M.H.

6. Wadirreskrimum Polda Jawa Tengah, AKBP. Budi Priyanto, S.LK.,

7. Ka Setum Polda Jawa Tengah, AKBP. Sofiyatun, S.LK.
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P3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dra. RETNO SUDEWI, APT,
Tim Efektif yang telah turut berperan dengan memberikan sumbangan tenaga,
pikiran ataupun dalam bentuk lainnya, semoga Allah SWT membalas segala
amal dan kebaikannya.

Dengan segala kerendahan hati Project Leader mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Implementasi Proyek

Perubahan ini dan semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Semarang, November 2023

BAKTIAR ATMADI, S.SLMH.
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RENCANA PROYEK PERUBAHAN

Latar Belakang

Secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat
fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada
orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak
adanya persetujuan dari orang lain. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik
dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu
tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan
dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang
pelaku dengan cara memaksa atau melalui ancaman kekerasan.

Dari data kekerasan seksual yang di ambil dari aplikasi E Manajemen
Penyidikan (EMP) Polri yang merupakan suatu sistem informasi yang
memanfaatkan teknologi untuk pencatatan dan sebagai kontrol pimpinan
terhadap semua kasus-kasus yang ditangani selurun penyidik Polri di
Indonesia menyebutkan di Polda Jawa Tengah dan jajaran, terdapat 421
kasus dengan rincian 78 kasus perkosaan, 245 kasus persetubuhan anak
dan 59 kasus pencabulan, 3 kasus eksploitasi seksual dan 36 kasus
pornografi. Dan dari hasil pendalaman terhadap perkara tersebut terdapat 18
kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas.
Sedangkan dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan
Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang merupakan suatu sistem informasi yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan,

pelaporan, dan pengintegrasian data perempuan dan anak yang mengalami

kekerasan atau diskriminasi menyebutkan bahwa selama tahun 2022 di
Indonesia terjadi 27.593 kasus kekerasan, 11.686 kasus merupakan kasus
kekerasan seksual. Dari Jumlah tersebut 987 kasus dialami penyandang
disabilitas. Untuk di Jawa Tengah selama tahun 2022 terjadi 2.206 kas
kekerasan, 1.083 kasus merupakan kasus kekerasan seksual dima

kasus dialami oleh penyandang disabilitas.
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ata Kekerasan Seksual Tahun 2022 yang terjadi di
awa Tengah dari Aplikasi E-MP dan Simfoni PPA

DATA KEKERASAN SEKSUAL DARI APLIKASI E-MP POLRI DAN SIMFONI PPA
MENUNJUKKAN ADA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
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PENYANDANG DISABILITAS. | eyeraSAN SEKSUAL HANYA SEKITAR 1- 8 % DARI
JUMLAH KASUS KEKERASAN SEKSUAL

-
o i

-
o e e 7 1 o e e o

¥

Dari kedua data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual
masih banyak terjadi di Indonesia dan Jawa Tengah khususnya serta dari
beberapa kasus tersebut dialami oleh penyandang disabilitas walaupun
hanya dalam kisaran 1-8 % saja. Banyak kasus yang sama yang tidak
dilaporkan oleh keluarganya karena malu dan ada stigma negatif dari oknum

penegak hukum dimana penyandang disabilitas fisik dianggap tidak dapat

membela diri menghindari adanya tindak pidana, kemudian penyandang
disabilitas sensorik (rungu, wicara, netra) kesaksiannya dianggap kurang
meyakinkan, serta penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap
hukum. Tindakan para pelaku kejahatan ini akan dapat menimbulkan ban
dampak pada korban seperti trauma fisik, serta psikisnya yan
berpengaruh cukup banyak terhadap perkembangannya nanti.
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arnya, penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga
ndonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang
a dengan warga negara Indonesia lainnya. Berdasarkan Pasal 28D ayat
(1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum”

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas
korban tindak pidana kekeraan seksual menjadi hal yang sangat penting,
karena dengan adanya perlindungan hukum yang baik maka kepastian
hukum juga akan terlaksana dengan baik.

Pemerintah telah melakukan upaya pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas melalui Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas dimana negara menjamin kelangsungan hidup seluruh warga
negaranya termasuk penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan
hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang
sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Salah satu pemenuhan hak
penyandang disabilitas adalah hak keadilan dan perlindungan hukum dan
akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Juga upaya pemerintah
untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk kekerasan seksual
dilakukan dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022
tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) pada tanggal 9 Mei 2022
untuk menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pelindungan terhadap
seluruh warga negara dari ancaman tindak pidana kekerasan seksual, yang
termasuk didalamnya, penyandang disabilitas. Meskipun berbagai upaya
Pemerintah dalam melindungi penyandang disabilitas sebagai korban tindak
pidana telah dilakukan, namun dalam praktinya penerapan peraturan
perundang-undangan tersebut banyak mengalami kendala sehingga
membuat penegakkan hukum bagi penyandang disabilitas menjadi kurang
optimal.

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bi
penegakan hukum khususnya terhadap penyandang disabili

mengalami kekerasan seksual, dimana selama ini penanganan i
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sual yang terjadi kepada penyandang disabilitas belum
al penanganannya karena ada masih ada stigma negatif aparat
negak hukum sehingga masih ada rasa takut dan malu untuk melaporkan
kekerasan yang mereka alami serta peraturan perundang-undangan yang
mengatur masih terkendala khususnya pada tahap pelaksanaan. Maka
diperlukan upaya sinkronisasi hukum untuk penyelarasan dan penyerasian
berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur
suatu bidang tertentu dan juga diperlukan kerja kolaboratif antara pemangku
kebijakan, baik Pemerintah Pusat, Daerah, dan Aparat Penegak Hukum
harus terjadi sinkronisasi di lapangan sehingga bisa memberikan rasa aman
dan nyaman bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas tanpa
ada ketakutan dari berbagai macam potensi tindak pidana, utamanya
kekerasan seksual.

Upaya ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo saat
menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat di Jakarta, Jumat (16/8/2019), menegaskan
bahwa untuk mewujudkan visi Indonesia Maju, kolaborasi antar lembaga
negara adalah salah satu kuncinya. Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi
berjalan sendiri-sendiri. Ego lembaga harus diruntuhkan, sehingga karya-
karya baru dapat diciptakan bersama-sama. kolaborasi dan sinergi antar

lembaga harus ditingkatkan.

2. Analisis Permasalahan

a. ldentifikasi Masalah
Ditreskrimum dan jajaran Polda Jateng selama ini telah melaksanakan
penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang

disabilitas dan terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain :

1) Penyidik PPA di Wilayah Polda Jateng banyak yang belum mengerti
penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang
disabilitas;

2) Pemenuhan sarana prasana untuk penyandang disabilitas terut
akomodasi yang layak dalam penyidikan di Wilayah Polda Jaten

kurang;
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ekerasan seksual dengan korban penyandang

di Wilayah Polda Jateng masih sedikit. Hal ini kemungkinan

babkan masih takut dan malunya korban atau keluarga korban untuk

melaporkan kejadian kekerasan yang dialami dan stigma negatif oknum
penegak hukum..

4) Penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang
disabilitas di wilayah Polda Jateng dengan melibatkan stakeholder/
Instansi lainnya belum optimal

Dari permasalahan -permasalahan ini berakibat proses penanganan

perkara menjadi lambat dan menimbulkan komplain dari masyarakat

karena proses penegakan hukum belum optimal.

Dari hasil evaluasi terhadap permasalahan yang ada, maka dapat
diidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab penegakan hukum
tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas
belum optimal diantaranya adalah :

1) Mekanisme penanganan perkara kasus kekerasaan seksual yang
dialami penyandang disabilitas di Polda Jawa tengah belum ada,

2) Kurangnya peningkatan pelatihan, kemampuan dan pengetahuan pada
sumber daya manusia dari tinjauan kuantitas dan kualitas personal,

3) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pemenuhan akomodasi yang
layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan,

4) Penyidik Polda Jateng masih menggunakan paradigma lama, yakni
menunggu permasalahan atau laporan kasus dari korban dan
masyarakat,

5) Belum ada kerjasama formal dengan stake holder yang berkaitan erat
dengan permasalahan kekerasan seksual dengan korban penyandang

disabilitas.

b. Gagasan Proyek Perubahan

Melihat permasalahan diatas, maka perlu dilakukan langkah-langkah
strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam menemukan
langkah strategis pemecahan masalah diatas akan digunakan analisi SO

sebagai berikut :
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EKSTERNAL

INTERNAL

ASPIRATION

e Terdapat standarisai

penanganan kasus
kekerasan seksual
dengan korban
penyandang

disabilitas.

Penyidik TP kekerasan
seksual dengan
korban  penyandang
disabilitas dapat

berkolaborasi  terkait
penanganan  perkara
yang ditangani.

RESULT

Terlaksananya

penanganan tindak
pidana kekerasan
seksual dengan
korban  penyandang

disabilitas yang
optimal.

Terwujudnya rasa
aman dan kondusif
bagi penyandang
disabilitas korban

kekerasan seksual

Untuk menunjang pelaksanaan Program Presisi Kapolri terutama di
bidang penegakan hukum, maka perlu adanya peningkatan pelayan
dalam penegakan hukum. Kegiatan penangan tindak pidana keke

seksual dengan korban penyandang disabilitas merupakan kegia

abel1.1.:

STRENGTH

Fungsi Reskrimum
merupakan fungsi
penegak hukum untuk
mewujudkan
kamtibmas.
Transformasi Polri
Presisi

Adanya dukungan dari
pimpinan.

SA

Peningkatan

kompetensi &
kemampuan penyidik.

Sosialisasi kepada
peyidik tentang
penanganan TP
kekerasan seksual
dengan korban

penyandang disabilitas.

SR

Menyusun kep Kapolda
tentang penangan TP
kekerasan seksual
dengan korban
penyandang disabilitas
sesuaiUU yang berlaku
Menyusun pilun
kerjasama dengan
stakeholder/instansi
terkait.

Hasil Analisis SOAR

OPPORTUNITIES

Tuntutan
masyarakat untuk
memberikan rasa
aman dan nyaman
bagi penyandang
disabilitas.
Dukungan dari
pemerintah
Peningkatan citra
Polri di masyarakat

OA

Memperkuat

standar pelayanan
dan menjalin
kerjasama

Stakeholder agar
dapat memberikan
pelayanan terbaik
bagi penyandang
disabilitas  korban
kekerasan seksual

OR

Melaksanakan
monitoring dan
evaluasi secara
berkala.
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meningkatkan citra Polri, karena turut menentukan kualitas

an penyidikan kepada korban penyandang disabilitas yang
erupakan bagian masyarakat yang menjadi perhatian publik.

Untuk mewujudkan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan
korban penyandang disabilitas maka Ditreskrimum Polda Jateng
mengambil langkah-langkah perubahan sehingga diharapkan pelaksanaan
penyidikan dapat berjalan optimal.

Langkah perubahan yang dilakukan adalah melalui peningkatan
kualitas dan kemampuan para penyidik PPA Polda Jawa Tengah melalui
standarisasi penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan
korban penyandang disabilitas berdasarkan undang-undang dan peraturan
yang berlaku serta melaksanakan collaborative governance dengan
menjalin kerjasama formal dengan para stakeholder yang terkait pada
penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak khususnya
dengan korban penyandang disabilitas, seperti dengan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB) atau lembaga pemerhati penyandang
disabilitas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam
penanganan kasus tersebut sehingga penegakan hukum yang berkeadilan
bagi para korban dapat terwujud.

Jadi Tindakan yang harus dilakukan untuk menangani masalah adalah :

a) Penanganan laporan dan pengaduan di Polda Jateng terkait dengan
kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas dibuatkan
mekanismenya pada berbagai situasi yang sesuai dengan model
pelayanan korban perempuan dan anak. Serta dibuatkan pelayanan
yang komprehensif, sehingga korban dan keluarga dapat merasakan
kepuasan dan tidak berdampak pada psikisnya,

b) Senantiasa melaksanakan peningkatan kemampuan dan pengetahuan
kepada setiap personel pada berbagai situasi dan kasus-kasus yang
berkembang pada kejahatan kekerasan seksual, serta meningkatka
pengetahuan pelayanan khususnya pada perempuan dan anak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
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rana dan prasarana dalam mengoptimalkan

an kasus kekerasan seksual khususnya korban penyandang

abilitas di lingkungan Polda Jateng terutama dalam rangka

pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas,
Merubah pola pikir dan perilaku personel pada tugas melayani,

melindungi dan mengayomi masyarakat dalam kasus kekerasan

seksual serta memaksimalkan penegakkan hukum  dengan

melaksanakan berbagai kegiatan tukar menukar informasi kepada

yang
serta memaksimalkan proses dan

stake holder, memaksimalkan penyelidikan atas informasi

berkembang di masyarakat,
mekanisme penyidikan agar menimbulkan kepuasan dan kepercayaan
dari masyarakat,

Membuat inovasi dan perubahan dalam hal kerjasama yang lebih erat
kepada stakeholder dalam melaksanakan aspek pelayanan dan
penegakkan hukum serta meningkatkan pelatihan dan ketrampilan
bersama secara berkesinambungan yang dikuatkan dalam bentuk
perjanjian kerjasama

Berikut strategi pemecahan masalah yang diajukan dalam Rancangan

Proyek Perubahan ini :
Gambar 1.2 Alur Pikir Proyek Perubahan

STRATEGI PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN PENYANDANG MANFAAT

DISABILITAS MELALUI SINKRONISASI HUKUM DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE : iR
DI WILAYAH POLDA JATENG " dengankorbarpenyandanglisabilitas
b. Terlaksananypenyidikaryangprofesional
[ ALUR PIKIR KOMPREHENSIF | e

et

PENYEBAB

MASALAH
(KONDISI SAATINI)

1. Penyidik banyak yg
penanganan kasus kekerasan seksual
dengankorbanpenyandangdisabilitas.

2. Pemenuhan sarana prasana untuk
penyandangdisabilitas masih kurang

3. Laporanterkait kekerasan seksual dengan
korban penyandang disabilitas  di
Ditreskrimum Polda Jateng masih sedikit.
Hal ini disebabkan masih ftakut dan
malunya korban atau keluarga korban
untuk melaporkan kejadian kekerasan
yang dialami.

4. Kerjasama formal dengan parastakeholder
terkait penanganan kekerasan seksual
dengan korban penyandang disabilitas
belum optimal

belum paham

’

1. Mekanisme penanganan perkara kasus

SOLUSI INOVATIF

1. Melakukan standarisasi penangananperkara
kekerasan  seksual  dengan  korban

kekerasaan seksual yg dialami penyand
disabilitasdiPoldaJateng belumada,

gdisabilitas berdasarkanundang

2. Kurangnyapeni pelatihan,
dan pengetahuan pada sumber daya manusia
daritinjauankuantitas dan kualitas personal,

3. Kurangnya sarana dan prasarana dim
penanganan kasus kekerasan seksual dgn
korbanpenyandanglisabilitas

4. Penyidik Polda Jateng masih menggunakan
paradigmaama, yakni menunggupermasalahan
atau laporankasus dar ikor bandan Masyar akat,

undang dan peraturan yang ada yang
it dalam isme p
perkara

2. Melaksanakan  collaborative governance
dengan menjalin kerjasama formal dengan
para stakeholder yang berkompeten dalam
penanganan kekerasan seksual pada
perempuan dan anak khususnya dengan
korban penyandang disabilitas melalui

Perjanjian Ker ja Sama

5. Belum ada ker
yg berkaitan erat dgn permasalahankeker asan
seksual dgnkorbanpenyandangdisabilitas

AKIBAT JIKA MASALAH TIDAK DISELESAIKAN

1. Rawan terjadi penyimpangan dan pelanggaranHAM dim prosespenyidikan TP
Kekerasan Seksual dengan korbandisabilitas

2. Penegakan Hukum yang berkeadilantidak bisa terwujud

3. Kepercayaanmasy pd Polrimenurun

Bekerjasamadengan stakeholder

3. Sosialisi terkait

KekerasaSeksual

d. kara
e. MeningkatkarkepercayaahepadaPolri

2

a

. Masyarakaf
. Terwuj

seksual
b, Terwujudnyepastiarukumbagikorban
kekerasaseksual

A

KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Penanganan laporandan pengaduandi
Polda Jateng ter kait dgn keker asan seksual
dgn kor banpenyandangdisabilitas

tindak pidana kekerasan seksual dengan
korban penyandang disabilitas dan naskah
kerjasama kepada seluruhanggota penyidik
PPA Polda Jateng

.

dalam Tim dan berkomunikasi
dengan stakeholder

laksanakan sesuai yang ada
kemampuan dan pengetahuan kepada setiap
personelpd berbagaisituasi dan kasus-
kasus yg berkembangmeningkat
Peningkatan saranadan prasaranadim
mengoptimalkan penanganankasus
kekerasan seksual
Perubahanpola pikir dan perilaku personel
da tugas melayani, meli i
mengayomimasyar akat
5. Kerjasama yg lebih erat kepada stakeholder
yang ter kait dalam penanganankasus

(4

t

~

kekerasan seksual dg korbanpenyandang
disabiltas, 7 3

/
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erubahan
tujuannya adalah mewujudkan penanganan Tindak Pidana
erasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas melalui
Sinkronisasi Hukum dan Colaborative Governance sehingga penyidik
melakukan penyidikan secara profesional, transparan, akuntabel dan
berkeadilan yang pada akhirnya adalah dapat meningkatkan citra Polri dan
kepercayaan masyarakat meningkat. sebagai berikut :

a. Tujuan Jangka Pendek

1) Menyusun mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual
dengan korban penyandang disabilitas yang tertuang dalam draff
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH.

2) Melaksanakan Coaching Clinic kepada para penyidik PPA di Polres
jajaran terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual

3) Melaksanakan Supervisi ke Polres jajaran terkait pemenuhan
akomodasi yang layak bagi para penyandang disabilitas.

4) Pengajuan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA
TENGAH diajukan kepada Kapolda Jawa Tengah dan ditanda tangani

b. Tujuan Jangka Menengah

1) KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
tentang mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual
dengan korban penyandang disabilitas di sosialisasikan kepada seluruh
anggota penyidik PPA Polda Jateng

2) Melaksanakan collaborative governance dengan menjalin kerjasama
formal dengan para stakeholder yang berkompeten dalam penanganan
kekerasan seksual pada perempuan dan anak khususnya dengan

korban penyandang disabilitas melalui pembuatan Perjanjian Kerja

Sama.

c. Tujuan Jangka Panjang
Melakukan monitoring, analisis dan evaluasi tentang pelaksanaa
mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan kg
penyandang disabilitas dan perjanjian kerjasama dengan st
terkait.
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Institusi Polri (Internal )

Mempercepat penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban
penyandang disabilitas,

Terlaksananya penyidikan yang profesional, transparan, akuntabel
dan berkeadilan,

Peningkatan kemampuan Penyidik PPA dalam melakukan penegakan
hukum bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Tindak
Pidana Kekerasan Seksual,

4) Menurangi komplain terkait penanganan perkara,

5) Peningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

b. Bagi Masyarakat ( Eksternal)
1) Terwujudnya pelayanan dan penegakan hukum berkeadilan bagi
korban tindak pidana kekerasan seksual.

2) Terwujudnya kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual

5. Output dan Outcome Proyek Perubahan
a. Output

a) Terlaksananya kegiatan Ccoaching Clinic terkait penanganan tindak
pidana kekerasan seksual dan Supervisi terkait pemenuhan akomodasi
yang layak bagi para penyandang disabilitas.

b) Terbitnya Keputusan Kapolda Jateng tentang mekanisme penanganan
tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang
disabilitas

c) Tersosialisasinya mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan
seksual dengan korban penyandang disabilitas kepada para Penyidik
PPAPolda Jateng

d) Terlaksananya Perjanjian Kerjasama dengan para stakeholder yang

berkompeten dalam penanganan kekerasan seksual pada perempuan

dan anak khususnya dengan korban penyandang disabilitas.
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c)

a. Jangka Pendek

Terwujudnya kepastian hukum:

6. Milestone Proyek Perubahan

anya penegakan hukum yang berkeadilan bagi penyandang

abilitas yang mengalami kekerasan seksual;

Terwujudnya rasa keadilan di masyarakat yang menjunjung tinggi HAM.

Tabel 1.2.: Kegiatan Proyek Perubahan Jangka Pendek

NO Tahapan Kegiatan Eviden Waktu
1 | Membentuk tim Pembentukan tim | v Membuat minggu ke 3
efektif 1 dan tim efektif 1 dan tim undangan. September 2023
efektif 2 efektif 2 v’ Daftar hadir
v Notulen rapat
v Dokumentasi
Mebuat draft sprin | v' Draft surat minggu ke 3
tim efektif dan tim perintah September 2023
pokja
Mengajukan sprin | v sprin minggu ke 3
tim efektif 1 kpd September 2023
Dirreskrimum dan
tim efektif 2 kpd
Kapolda
2 | Penyusunan Rapat dengan tim | v Undangan minggu ke 3
Mekanisme efektif 1 v’ Daftar hadir September 2023
penanganan TP v Notulen
Kekerasan v Dokumentasi
Seksual dg korban
penyandang Penyusunan v" Undangan minggu ke 4
disabilitas mekanisme v’ Daftar hadir | September s/d
dengan tim efektif | v Notulen minggu ke 4
1 v' Dokumentasi | Oktober 2023
3 | Pelaksanaan Coaching Clinic v’ Sprint minggu ke 4
Coaching Clinic dan Supervisi v’ Surat September s/d
dan Supervisi ke Telegram
Polres jajaran v’ Daftar hadir
v Laporan
Kegiatan
v' Dokumentasi
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e

enyusunan draff | Pembahasan v Nota Dinas minggu ke 1 s/d
Kep Kapolda mekanisme utk v' Daftar hadir minggu 2
dijadikan Kep v Notulen November 2023
Kapolda dengan v dokumentasi
Tim efektif 2
Pengajuan ke Koordinasi dg v" Nota Dinas minggu 2
Kapolda spripim November 2023

b. Jangka Menengah

Tabel 1.3. : Kegiatan Proyek Perubahan Jangka Menengah

NO Tahapan Kegiatan Waktu
1 | Sosialisasi mekanisme Rapat dengan tim efektif | Januari s/d Juni
penanganan tindak pidana 2024
kekerasan seksual de_ngar]. Penentuan kegiatan
korban penyandan_g _dlsabllltas sosialisasi
kepada para Penyidik PPA Polda —
Jateng Pelaksanaan Sosialisasi
2 | Penyusunan draff kerja sama Rapat dengan tim efektif
penanganan TP Kekerasan 3
Seksual dg korban penyandang Audiensi dengan
disabilitas dg stakeholder yg stakeholder
berkompetent Pembuatan draff kerja
sama
3 | Perjanjian kerja sama dengan Rapat dengan
para stakeholder yang stakeholder
berkompeten dalam penanganan | Koordinasi dg biro
kekerasan seksual pada hukum masing - masin
perempuan dan anak khususnya | penandatanganan
dengan korban penyandang Perjanjian kerja sama
disabilitas
c. Jangka Panjang
Tabel 1.4. : Kegiatan Proyek Perubahan Jangka Panjang
NO Tahapan Kegiatan Waktu
1 | Monitoring, analisis dan

evaluasi tentang pelaksanaan
mekanisme penanganan tindak
pidana kekerasan seksual
dengan korban penyandang
disabilitas dan perjanjian
kerjasama dengan stakeholder
terkait

Monitoring, Analisis dan
Evaluasi oleh Tim
Efektif 1

Juli s/d
Desembe
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arketing ini diarahkan kepada stakeholder agar mendukung

rubahan. Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi stakeholder
dian dilakukan pemetaan. Dari hasil pemetaan stakeholder tersebut
emudian ditentukan strategi untuk mempengaruhi dengan harapan seluruh
stakeholder mendukung proyek perubahan.
a. ldentifikasi Stakeholder
Freeman (1984) telah mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok
atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu
kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam pencapaian tujuan tertentu.
Stakeholder karena keberadaan dan kedudukannya memiliki pengaruh dan

kepentingan dan dapat memberikan dampak positif atau sebaliknya

terhadap suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam

mencapai tujuannya. Steakholder dalam proyek ini terbagi menjadi :

1) Internal

Kelompok internal mencakup pemangku kepentingan yang berada

di lingkungan Polda Jateng.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Kapolda Jateng;

Dirreskrimum Polda Jateng;
Wadirreskrimum Polda Jateng;
Karo Ops Polda Jateng;

Kabid Kum Polda Jateng.
Karo SDM Polda Jateng;
Penyidik PPA/ Penyidik

2) Eksternal

Kelompok eksternal mencakup pemangku kepentingan yang berada

di luar lingkungan Polda Jateng

a)

b)

b. Pemetaan Steakholder
Setelah pengidentifikasian stakeholders dilaksanakan,

dilakukan pemetaan terhadap stakeholders. Pemetaan st

DP3AP2KB Provinsi Jateng/ lembaga pemerhati penyandang

disabilitas
Masyarakat
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etakan baik institusi maupun individu yang memiliki

dan pengaruh terhadap proyek perubahan yang akan

an. Kepentingan disini dimaksudkan adalah kepentingan atas
elaksanaan proyek perubahan dan pengaruh disini adalah pengaruh
terhadap pelaksanaan proyek perubahan .

Pemetaan stakeholders dilakukan dengan membagi stakeholders

berdasarkan kepentingan dan pengaruh sebagai berikut :

(1) Promoters, ( highinterest — high influence).
Memiliki kepentingan yang besar terhadap proyek perubahan
sekaligus memiliki pengaruh yang besar yang dapat digunakan untuk
membantu keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan.
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :
a) Kapolda Jawa Tengah.
b) Dirreskrimum Polda Jateng.
c) Wadirrreskrimum Polda Jateng
(2) Latents, ( low interest —high influence).
Memiliki kepentingan yang rendah terhadap proyek perubahan
namun memiliki pengaruh yang tinggi untuk membantu keberhasilan
proyek perubahan.
a) Karoops Polda Jateng
b) Kabidkum Polda Jateng.
(3) Defenders, ( high interest — low influence).
Memiliki kepentingan yang tinggi terhadap proyek perubahan namum
memiliki pengaruh yang rendah untuk membantu keberhasilan
pelaksanan proyek perubahan.
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :
a) Karo SDM Polda Jateng
b) DP3AP2KB Prov. Jateng / Lembaga Pemerhati Disabilitas
(4) Apathetics, ( lowinterest — low influence)

Memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap
keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan.
a) Penyidik PPA/ Penyidik

b) Masyarakat
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1.3.: Pemetaan Stakeholder

PROMOTERS
o KAPOLDA JATENG
e DIRRESKRIMUM
o WADIRRESKRIMUM

KEPENTINGAN KEPENTINGAN
RENDAH TINGGI
DEFENDERS
APATHETICS ¢ KARO SDM POLDA
e PENYIDIK PPA/ JATENG
PENYIDIK « DP3AP2KB PROVINSI

e MASYARAKAT JATENG/ LEMBAGA
PEMERHATI DISABILITAS

c. Strategi Mempengaruhi Steakholder

Dalam mempengaruhi stakeholder kita harus mempunyai strategi
komunikasi. Komunikasi memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas
daripada sekedar apa yang selama ini kita ucapkan. Komunikasi dapat
didefinisikan sebagai pertukaran ide-ide, komunikasi merupakan transmisi
informasi yang dihasilkan oleh pengiriman stimulus dari suatu sumber yang
direspons penerima.

Strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran
Stakeholder masing- masing, untuk Stakeholder pada kuadran Promotors,
strategi yang digunakan adalah manage closely yaitu kelompok
stakeholder yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan,
Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan
dukungan dan minat promotors terhadap proyek perubahan dengan
konsultasi secara reguler; pelaporan secara regular dan diskusi secara
regular.

Kemudian untuk Stakeholder pada kuadran Defender strategi yang
digunakan adalah Keep Informed , Stakeholder ini terpengaruh oleh proyek
perubahan namun tidak memberi dampak besar pada proyek perub
Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatka

stakeholders terhadap proyek perubahan vyaitu dengan
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atent strategi komunikasi yang digunakan adalah Keep

d dimana stakeholder ini adalah kelompok pihak-pihak yang
emiliki wewenang dalam mengambil keputusan , Strategi komunikasi
yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh stakeholders agar
mendukung proyek perubahan yaitu dengan laporan dan konsultasi.

Sedangkan pada kuadran Aphatetic akan digunakan strategi minimal
effort dimana Stakeholder ini tidak (dan tidak diharapkan) untuk secara aktif
terlibat dalam proyek perubahan, Strategi komunikasi yang digunakan
adalah untuk meningkatkan dukungan stakeholders agar mendukung
proyek perubahan yaitu dengan, saling memberikan masukan dan berbagi
pengalaman dengan sosialisasi dan diskusi.

Strategi marketing yang akan dilaksanakan kepada para stakeholders
sehingga dapat mempengaruhi para stakeholders untuk memberikan
dukungan terhadap proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5. : Strategi Komunikasi Dengan Stakeholders

No STAKEHOLDERS PERAN JENIS
KOMUNIKASI

1 | PROMOTERS

KAPOLDA JATENG S Memberikan arahan | Laporan, konsultasi

& dukungan terhadap | dan diskusi
pelaksaan proyek

perubahan.

¢ Menandatangani Kep
Kapolda tentang
Mekanisme

Penanganan Tindak
Pidana  Kekerasan

Seksual Dengan

Korban Penyandang

Disabilitas.
DIRRESKRIMUM eMemberikan dukungan | Laporan dan
POLDA JATENG terhadap pelaksanaan konsultasi

proyek perubahan
eMemberikan arahan &

bimbingan dalam
penyusunan proyek
perubahan.
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e Memberikan dukungan
terhadap pelaksanaan
proyek perubahan

eMemberikan arahan &

Laporan dan
konsultasi

bimbingan dalam
penyusunan proyek
perubahan.
LATENTS
KARO OPS POLDA Memberikan saran | Laporan dan
JATENG masukan terkait kerma | konsultasi
dalam pelaksanan

proyek perubahan

KABID KUM POLDA

Memberikan saran

Laporan dan

JATENG masukan terkait aspek | konsultasi
hukum dalam
pelaksanan proyek
perubahan.
DEFENDERS
KARO SDM POLDA Mendukung Laporan,
JATENG pe|aksanaan proyek Konsultasi dan
perubahan karena | diskusi
diharapkan dapat
meningkatkan SDM
Penyidik.
DP3AP2KB Prov. Mendukung proyek Konsultasi dan
JATENG/ LEMBAGA perubahan karena diskusi
PEMERHATI diharapkan dapat
DISABILITAS membantu program
pemerintah
APATHETICS
PENYIDIK PPA/ Mengharapkan dukungan | Sosialisasidan
PENYIDIK berupa pelaksanaan diskusi
kegiatan melalui
mekanisme/SOP yang
telah ditetapkan
MASYARAKAT Mengharapkan Sosialisasi

peningkatan kualitas
pelayanan dalam
penegakah hukum
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emasarkan proyek perubahan ini maka digunakan strategi
ng 4P 1C yang meliputi Product (produk), Place (tempat), Price
arga), Promotion (promosi) dan Customer (pelanggan). Strategi
marketing yang dilaksanakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Product:
Produk yang dihasilkan dalam proyek perubahan ini adalah berupa
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya penyandang
disabilitas untuk mendapatkan hak keadilan dan perlindungan hukum.
2) Place
Ditreskrimum Polda Jateng dan jajaran
3) Price
Harga yang dibayar adalah social price, yaitu mau menerima
konsekuensi yang diakibatkan oleh produk tersebut yaitu korban
disabilitas mau melaporkan kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya
4) Promotion
Promosi yang digunakan adalah melalui sosialisasi dengan diskusi,
banner dan melalui media massa.
5) Customer
Sasaran utama untuk menggunakan produk ini adalah masyarakat di

wilayah hukum Polda Jateng

8. Faktor Kunci Keberhasilan

Proyek perubahan “Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan

Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng” memiliki beberapa faktor

yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1) Kerja sama dan dukungan dari Tim Efektif dalam memberikan masukan
dan menyusun rancangan proyek perubahan;

2) Keterlibatan/peran serta para pemangku kepentingan dalam penyusunan
rancangan proyek perubahan;

3) Dokumentasi berupa dokumen kertas, dokumen foto/digital, data.dan

informasi yang terkumpul dari stakeholders yang menjadi evidence

proyek perubahan;
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yang tepat dengan para stakeholders akan sangat
terhadap perubahan posisi para stakeholders dalam
berikan dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan;

Ketepatan dalam menentukan strategi marketing adalah merupakan
salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini dimana
dengan strategi marketing yang tepat dapat mempengaruhi konsumen

sehingga menerima adanya proyek perubahan.

Strategi Pengembangan Kompetensi
Strategi pengembangan kompetensi merupakan strategi yang dilakukan
dalam pengembangan proyek perubahan yang akan dilakukan baik pada
Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang, sehingga dapat
digunakan secara berkepanjangan dan kontinyu baik itu pada proyek
perubahan yang akan dilakukan maupun untuk kepentingan organisasi Polri
khususnya di Polda Jawa Tengah. Adapun strategi pengembangan
kompetensi yaitu melalui :
1). Sosialisasi
Melakukan sosialisasi kepada personel di jajaran Polda Jawa Tengah
khususnya Penyidik PPA dan Penyidik pada umumnya tentang adanya
mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban
penyandang disabilitas serta sosialisasi perbaikan layanan hukum bagi
penyandang disabilitas kepada masyarakat luas.
2). Bimbingan Teknis (Bimtek)
Melakukan Bimbingan Teknis kepada Penyidik PPA di jajaran Polda Jawa

Tengah terkait penyandang disabilitas dan penanganan perkaranya.

Tabel. 1.6. : Tabel Strategi Pengembangan Kompetensi

NO. TARGET JENIS KOMPETENSI STRATEGI

1. Penyidik PPA Menggunakan Mekanisme | Sosialisasi dan
Bimtek

2. Penyidik Menetahui Mekanisme Sosialisasi

3. Masyarakat Pengguna Sosialisasi
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PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

. Capaian Hasil Proyek Perubahan

Pelaksanaan proyek perubahan sesuai target jangka pendek yang ingin

tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. : Proyek Perubahan Jangka Pendek

dicapaimengikuti tahapan yang telah ditentukan dalam milestones yaitu sesuai

1

v Dokumentasi

NO Tahapan Kegiatan Eviden Waktu
1 | Membentuk tim Pembentukan tim v Membuat minggu ke 3
efektif 1 dan tim efektif 1 dan tim undangan. September
efektif 2 efektif 2 v Daftar hadir 2023
v Notulen rapat
v Dokumentasi :
( Tercapai )
Mebuat draft sprin | v' Draft surat minggu ke 3
tim efektif dan tim perintah September
pokja 2023
( Tercapai )
Mengajukan sprin v’ sprin minggu ke 3
tim efektif 1 kpd September
Dirreskrimum dan 2023
tim efektif 2 kpd
Kapolda
( Tercapai )
2 | Penyusunan Rapat dengan tim v/ Undangan minggu ke 3
Mekanisme efektif 1 v’ Daftar hadir September
penanganan TP v Notulen 2023
Kekerasan Seksual v Dokumentasi
dg korban ( Tercapai)
penyandang Penyusunan v Undangan minggu ke 4
disabilitas mekanisme v Daftar hadir September s/d
dengan tim efektif v Notulen minggu ke 4

Oktober 2023
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oaching Clinic minggu ke 4

v Sprint
dan Supervisi v Surat September s/d
Telegram minggu ke 4
v Daftar hadir Oktober 2023
v/ Laporan
Kegiatan
v' Dokumentasi (Tercapai)
Penyusunan draff Pembahasan v" Nota Dinas minggu ke 1
Kep Kapolda mekanisme utk v’ Daftar hadir s/d minggu 2
dijadikan Kep v Notulen November
Kapolda dengan v dokumentasi 2023
Tim efektif 2
( Tercapai )
5 | Pengajuan ke Koordinasi dg v Nota Dinas minggu 2
Kapolda Spripim November
2023
( Tercapai )

Adapun pencapaian rangkaian kegiatan pada proyek perubahan untuk

pelaksanaan Jangka Pendek adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Efektif 1

Tujuan . Melakukan pembentukan Tim Efektif 1 untuk Implementasi

Proyek Perubahan dan efektifitas pencapaian

Output . Surat Perintah Tim Efektif.

Kegiatan awal dari implementasi proyek berubahan adalah pembetukan tim
efektif/pokja dengan rangkaian tahapan sebagai berikut :
1) Konsultasi dengan mentor
Sebagai langkah awal pelaksanaan proyek perubahan, pada
tanggal 18 September 2023 Project Leader menghadap
Wadirreskrimum AKBP. Budi Priyanto, S.LK, M.Si selaku Mentor

melaporkan hasil proses pembelajaran classikal PKN Tingkat I,

memberikan penjelasan tentang pelaksanaan proyek perubahan guna
memberikan penjelasan tentang proyek perubahan yang ak
dilakukan serta memohon petunjuk dan arahan lebih lanjut te

pelaksanaan proyek perubahan.
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2) Rapat Pembentukan Tim Efektif

Langkah berikutnya mengadakan rapat untuk menyusun Surat Perintah
Tim Efektif guna merumuskan rencana kerja dalam mencapai target
yang telah dicanangkan baik jangka pendek, jangka menengah, jangka
panjang yang telah tertuang pada milestone pada tanggal 18
September 2023.

Gambar 2.2. : Rapat Pembentukan Tim Efektif

nnnnn

'SEKSUAL DEN
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Koordinasi,

ganization dalam Organisasi
Problem Solving,

Pembinaan dan

Proyek perubahan,

melakukan

Evaluasi

ukan Tim Efektif dimaksudkan untuk Implementasi Learning

untuk

pencapaian Proyek Perubahan terutama dalam jangka pendek. Adapun

hasil kegiatan ini adalah terbitnya Surat Perintah Dirreskrimum Polda
Jateng Nomor: Sprin/366/IX/RES.1.24./2023 tanggal 20 September
2023 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan.

B

* VANG TERCANTUM
: 1. disamping tugas don tanggung jawabaya schark-hari dituniuk
tontang.

Gambar 2.3. : Sprint Tim Efektif 1

© 1. Undang-undang RI No. 2 tahun 2002 tantang Kepossian

2. LU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Komwens!

i Hak-Hak Prerywrduny Dinubiitas

3. UU NO. 31 Tahun 2014 Tentang Perircungan Sakst Dan
Korban

4. Undang-Undmig Repubik Indoresia Nomor 8 Tahun 2018
Tentang Penyardang Dssbitos:

3. Undung-uredung Nomar 12 Tahun 2022 tentarg Tewdek Pdara
Keoknenaan Saknud (UU TPKS)

Turtang

Pigana;

8. Parshven Kepain Kepolisian Republk Indoncsia Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pembentukan Peralum Kepoisian;

Kapoxin Normor: Spri/z7 24WDIK. 7572023,

tanggal 23 Jub 2023 tenang penunjukan mengikutl PKN TK 11,

DIPERINTAHKAN

ONIL YANG NAMA, PANGKAT. NRPY NIP. DAN JABATAN
aRa DAUAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

‘sebagai Tim Efektl Proyek Perbahan 5
tindak picana kekerasen seksusl dungen koran penyandang
dinabiifas di wilsysh Polda Jateng:

Kapolda.
Tanggal: 22 September 2023, 5 Oktober dan 16 Oktober 2023
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b. Penyusunan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan

Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas dan draff Keputusan




Tindak

ekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas di

Mekanisme  Penanganan Pidana
Wilayah Hukum Polda Jateng dan draff Keputusan Kapolda.

Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dengan Korban Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum

Polda Jateng dan draft Keputusan Kapolda Jateng.

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan rapat koordinasi dengan Tim Efektif 1

tentang penyusunan mekanisme penanganan Tindak Pidana Kekerasan

Seksual dengan korban penyandang disabilitas dan draff Keputusan

Kapolda meliputi:

1) Penyusunan mekanisme penanganan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dengan korban penyandang disabilitas di wilayah hukum Polda
Jateng sampai berupa draff Keputusan Kapolda antara lain memuat :
a) Dasar hukum,

b) Asas hukum

c) Pengertian — pengertian

d) Tahapan persiapan

e) Proses Pelaporan;

f) Proses penyelidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan
korban penyandang disabilitas tingkat Polda

g) Proses penyelidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan
korban penyandang disabilitas tingkat Polres;

h) Proses penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan
korban penyandang disabilitas tingkat Polda

i) Proses penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan
korban penyandang disabilitas tingkat Polres

j) Hal - hal yang perlu mendapat [perhatian dalam penanganan kasus

tersebut
2) Pembuatan materi Coaching Clinic

3) Pembahasan Draff Kep Kapolda
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par 2.5. : Rapat Koordinasi Tim Efektif 1
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r 2.6. Draft Keputusan Kapolda Jateng

c. Coaching Clinic dan pengecekkan akomodasi yang layak bagi
penyandang disabilitas
Tanggal : 2sd 11 Oktober 2023

Tujuan : melaksanakan kegiatan Coaching Clinic dan pengecekan

Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas di
Polres jajaran Polda Jateng untuk mengetahui kesiap
penyidik dan sarpras terkait penyandang disabilita
berhadapan dengan hukum.
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n pelaksanaan Coaching Clinic dan pengecekkan

Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

da tahapan ini dilakukan kegiatan Coaching Clinic tentang Disabilitas
kepada para penyidik khususnya penyidik PPA Polres serta pengecekan
Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas sampling di 12 (dua
belas) Polres jajaran Polda Jateng meliputi Polres Batang, Polres
Pekalongan Kota, Polres Pekalongan, Polres Brebes, Polres Pemalang
Polres Tegal Kota, Polres Grobogan, Polres Rembang, Polres Jepara,
Polres Blora, Polresta Pati dan Polres Kudus untuk mengetahui kesiapan
penyidik dan sarpras terkait penyandang Disabilitas yang berhadapan
dengan hukum serta untuk mengetahui hambatan penyidik dalam
penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang

disabilitas.
Gambar 2.7.: Surat Telegram, Sprin dan Absensi
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Gambar 2.8. : Kegiatan Coaching Clinic dan pengecekkan
Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas
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POLRES PATI

POLRES KUDUS

POLRES REMBANG

POLRES BLORA

UNTUK SARANA DAN PRASARANA PENYANDANG
MASIH PRO! KARENA
MAKO POLRES MASIH DIBANGUN

POLRES JEPARA

Gambar 2.9. Laporan Pelaksanaan Coaching Clinic dan
pengecekkan Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas
serta Jukrah ke Polres Jajaran Polda Jateng
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n
Yang Layak Bagi Penyandang Disablitas.

mﬁml;ru nomor. STH738MX/REN.2.3/2022,
tanggal 26 September tentang
kegiatan asistensi Ditreskrimum Polda Jateng Tahun 2023;

Perintah Kapolda Jateng nomor:
‘Sprin/3729/IX/REN. 2,312023/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2023
tentang tim asistensi Ditreskimum Polda Jateng Tahun 2023.

‘Sehubungan dengan rujukan di atas, dengen hormat dilsporkan kepada
Direkiur hasi kegiatan asistensi penanganan laporen polisi dan dumas
limpahan dari Ditreskrimum Polda Tahun 2023, Coaching Clinic dan
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Membangun Dukungan Dengan Stakeholder

Tanggal : 9s d 19 Oktober 2023

Tujuan . Melakukan Audiensi dengan Para Stakehokder meliputi,
Kapolda Jateng, Dirreskrimum, Karoops, Karo SDM,
Kabidkum, Wadirreskrimum dan DP3AP2KB untuk
dukungan proyek perubahan.

Output . Form/ Surat Pernyataan Dukungan Stakeholder

Dukungan stakeholder/pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam
suksesnya sebuah proyek perubahan, karena tanpa dukungan steakholder
proyek perubahan akan terhambat. Kegiatan dilakukan mulai tanggal 9 s.d
19 Oktober 2023 baik dukungan secara verbal maupun melalui
penandatanganan form dukungan. Tahapan kegiatan melalui laporan,
koordinasi dan konsultasi dengan seluruh stakeholder/pemangku
kepentingan baik internal maupun eksternal yaitu :
1) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder internal
a) Kapolda Jawa Tengah
Tanggal 12 Oktober 2023 Project Leader laporan, konsultasi dan
meminta dukungan kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Drs.
Ahmad Luthfi, S.H., S.StMK. Tujuannya untuk meminta saran,
masukan dan dukungan terkait implementasi proyek perubaha
yang sedang dibuat oleh Project Leader. Kapolda selaku pim
memberikan dukungan penuh terhadap proyek peruba
dilaksanakan oleh Project Leader.
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.10. : Dukungan Kapolda Jateng

Dirreskrimum dan Wadirreskrimum Polda Jawa Tengah

Tanggal 19 Oktober 2023 Project Leader laporan, konsultasi dan
meminta dukungan kepada Dirreskrimum KBP. Johanson R.
Simamora, S.LK, S.H.,, M.H., dan Wadirreskrimum AKBP. Budi
Priyanto, S.LLK, M.Si. Tujuannya untuk meminta saran, masukan
dan dukungan terkait implementasi proyek perubahan yang sedang
dibuat oleh Project Leader. Dirreskrimum dan Wadirreskrimum
selaku unsur pimpinan di Ditreskrimum memberikan dukungan

terhadap proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Project Leader.

Gambar 2.11. : Dukungan Dirreskrimum dan

Wadirreskrimum Polda Jateng
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a Jawa Tengah
al 11 Oktober 2023 Project Leader laporan, konsultasi dan
meminta dukungan kepada Karo Ops Polda Jawa Tengah KBP.
Basya Radyananda, S.LK, M.H. Tujuannya untuk meminta saran,
masukan dan dukungan terkait implementasi proyek perubahan
yang sedang dibuat oleh Project Leader. Karo Ops memberikan
dukungan terhadap proyek perubahan ini.

Gambar 2.12. : Dukungan Karo Ops Polda Jateng

d) Karo SDM Polda Jawa Tengah
Tanggal 9 Oktober 2023 Project Leader menghadap KBP. Yohanes
Ragil Heru Susetyo, S.ILK, M.Hum selaku Karo SDM Polda Jawa
Tengah, sebagai pengemban fungsi pembinaan personil dan beliau
menyampaikan dukungan terhadap proyek perubahan serta
berharap dapat diterapkan dalam penyidikan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
Gambar 2.13. : Dukungan Karo SDM Polda Jateng
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al 9 Oktober 2023 Project Leader menghadap kepada
Kabidkum Polda Jawa Tengah KBP. J. Setiawan Widjanarko, S.L.K.,
M.H dikarenakan Bidkum Polda sangat mempunyai peran dalam
pembuatan produk-produk hukum baik Keputusan maupun
Peraturan Kapolda. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk laporan,
koordinasi, meminta saran dan masukan serta dukungan terhadap
proyek perubahan yang sedang dibuat. Adapun rekomendasi dari
Kabidkum Polda Jawa Tengah adalah sangat setuju dengan Proyek
Perubahan agar tercipta penegakkan dan kepastian hukum yang
berkeadilan nagi para penyandang disabilita yang mengalami
kekerasan seksual.
Gambar 2.14. : Dukungan Kabidkum Polda Jateng

2) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder eksternal
Tanggal 18 Oktober 2023 Project Leader melakukan koordinasi ke
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Prov Jateng sesuai
Surat Dirreskrimum Polda Jateng Nomor : B/12732/X/RES.7.4/2023/
Ditreskrimum tanggal 18 Oktober 2023 tentang pengiriman anggota
untuk melakukan koordinasi.

Dalam kegiatan ini dilakukan konsultasi dan koordinasi
penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meminta saran d
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rhadap proyek perubahan yang sedang dibuat serta
s kerjasama yang lebih erat yang dalam pelayanan dan
indungan terhadap perempuan dan anak serta penyandang
disabilitas yang mengalami kekerasan seksual yang nantinya bias
dituangkan dalam MoU atau Perjanjian Kerjasama antara kedua belah
pihak.

Kepala DP3AP2KB Provinsi Jateng, Dra. Retno Sudewi,Apt,M.Si, MM,
memberikan dukungan terhadap proyek perubahan namun dalam
pembuatan MoU atau Perjanjian Kerjasama akan dibicarakan dulu
dengan para Kabid dan dikonsultasikan dengan Biro Huikum Provinsi

Jawa Tengah.

Gambar 2.15. : Koordinasi dengan DP3AP2KB Provinsi Jateng
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: Dukungan Kepala DP3AP2KB Provinsi Jateng
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e. Penyusunan Draft Keputusan Kapolda Jateng tentang Mekanisme
Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban
Penyandang Disabilitas
Tujuan . Melakukan analisis atas draff Keputusan Kapolda Jateng

tentang Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas di Wilayah

Hukum Polda Jateng
Output : Sprint Tim Pokja dan Draff Final Keputusan Kapolda Jateng

Kegiatan pembahasan draff Keputusan Kapolda melalui rangkaian tahapan

sebagai berikut :

1) Pembentukan Tim Efektif 2 ( Tim Pokja)
Tim Efektif 2 merupakan Tim Pokja penyusunan Keputusan Kapolda
Jateng tentang Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum
Polda Jateng yang terdiri dari anggota Direktorat Kriminal Umum,
Bidang Hukum dan Sekretariat Umum Polda Jateng. Dalam pembuatan
sprint diawali dengan mengirimkan nota dinas kepada Kabidkum dan
Kasetum sesuai Nota Dinas dari Dirreskrimum nomor : B/ND-
760/IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 20 September 2
perihal Permohonan personel sebagai Tim Pokja pen

Keputusan Kapolda Jawa Tengah.
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: Sprint Tim Pokja Penyusunan Keputusan Kapolda

'DAFTAR NAMA PERSONEL POLDA JATENG YANG TERGASUNG DALAM TIM POKIA PENYUSUNAN KEP KAPOLDA|
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2) Rapat dengan Tim Pokja
Pada tanggal 24 Oktober 2023 dilaksanakan rapat dengan tim Pokja
yang sudah terbentuk berdasarkan Sprint Kapolda Jawa Tengah Nomor
Sprinf4119/X/HUK 8.1.1/2023. Dalam rapat tersebut Tim Pokja
membahas dan menyusun draff Keputusan Kapolda yang telah dibuat
oleh Tim Efektif 1. Draff akan dikoreksi oleh Bidkum terkait format dan
isi dari mekanisme tersebut sedangkan setum akan mengkoreksi
penulisan naskah dinas disesuaikan aturan penulisan naskah dinas
yang baru. Draff final nantinya akan diparaf oleh masing masing
pimpinan (Dirreskrimum, Bidkum dan Kasetum) sebelum diajukan

Kapolda.
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: Kegiatan Penyusunan Keputusan Kapolda
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MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN
Dat  : 1. PamKabag KORBAN PENYANDANG DISABILITAS .
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Ditoskrimum kemudian hasil perbaikan akan diirimkan ke Bidkum uniuk

ke Setum utk Giperksa tala naskahnya, Setelsh idak ada lagl koreks! draff
‘akan dikidimkan ke bm poka Ditreskrimum.

7. Tim pokia Diraskrimum kemudian skan mengakan Keputusen Kapoids

NOTULEN RAPAT DENGAN TIM POKJA
‘Tanggal 24 Oklober 2023

1. Semamat Pagl dan salam Sejahiera uniuk Kin samua. Tedma kash stas
kehadirannya bepakitu deri Bidkum dan Setum sera rokan-rekan dan
Dilresksimum yang diuniuk sebagai Tim Pokja pombuatan Keputusan Kapolds
Jateng dalam mpal koordinasi hart nl.
2 Penanganan
Tindak Pidana Kokerasan Seksual Dongan Korban Panyandang Disabiltas DI
Wilayah Poida Jsteng’.
Bahwa tm efektt Ditreskrimum sudah menyusun Mokaniame tersebut yang
nantiya menjadk acuan bagi penyidik dalam penanganan kesus kekerssan
seksusl dangan korban penyandang disabiltas di wiaysh Jawa Tengah
Mekanisme  lerasbul aken dikuatkan melalul  KEPUTUSAN KEPALA

tersebut digjukan ko Kapolda harus diminakan paraf persetuuan dari
Diroskrimum, Kabidkum, Kasetum dan Wakapoida

8 Domkian hasi pelskssanan rapat har ini den tefma kasih atas

KATIM

AKBP NRP 75070862

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAM ferdsbin dahulu uniuk mengisi
kekosongan karena belum adanya pedoman atau aturan penangenan kasus
Kekerasan soksual dengan korban panyandang disabilitas di wilayah Polda
Jdateng. Untuk pembanasan  draff Kep Kapolda sudah hadic rekan-okan kita
dan Bidkum dan Setum untuk meminta saran dan masukannya dimana dus

Oaryadi
. Dari Bidkum manyarankan ponambahan dasar hukum dan dalam penulisen
9ngka di borian ketorangan angka ferseb, contoh: 18 ( delapan belas ),

. Dorl Setum menyarankan penambahan desar hukum terkett SOTK tingkat

f. Penandatanganan Keputusan Kapolda Jateng

Tujuan . Keputusan Kapolda untuk menjadi pedoman pelaksanaan
penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan
korban penyandang disabilitas di wilayah hukum Pol
Jateng sebagai upaya POLRI dalam membantu pem

untuk melakukan upaya pemenuhan hak-hak p
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as dalam mewujudkan kesamaan hak dan
kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan
yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. .

utput Keputusan Kapolda Jateng yang telah ditandatangani

Kegiatan ini adalah pengajuan Keputusan Kapolda Jawa Tengah yang
sudah disusun dan sudah diparaf oleh Dirreskrimum, Kabidkum, Kasetum
dan Wakapolda Jateng kepada Kapolda untuk ditandatangani atau
disahkan. Adapun Keputusan Kapolda selesai dan ditandatangani pada
tanggal 9 November 2023 dengan Nomor: Kep/2175/X/2023.

Gambar 2.19. : Pengajuan Keputusan Kapolda dan Keputusan Kapolda
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g. Sosialisasi Keputusan Kapolda tentang Mekanisme Penanganan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang
Disabilitas Di  Kepolisian Daerah Jawa Tengah Kkepada
Penyidik/Penyidik Pembantu Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng
Tanggal : 15 November 2023

Tujuan . Melaksanakan sosialisasi terkait Keputusan Kapolda
Nomor : Kep/2175/X/2023, tanggal 9 November 2023
tentang mekanisme penanganan tindak pidana kekera
seksual dengan korban penyandang disabilitas di Ke

Daerah Jawa Tengah kepada para Penyidi
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tu Subdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Jateng.
 Penyidik/Penyidik Pembantu Subdit IV/Renakta mengetahui
bahwa Polda Jateng mempunyai pedoman dalam
penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan

korban penyandang disabilitas

Dalam kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi Keputusan Kapolda Nomor:
Kep/2175/X/2023, tanggal 9 November 2023 tentang mekanisme
penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang
disabilitas kepada para Penyidik/Penyidik Pembantu Subdit IV/Renakta
Ditreskrimum Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023,
pukul 09.00 WIB s.d. selesai bertempat di Ruang Rapat Ditreskrimum
Polda Jateng. Kegiatan ini bertujuan agar para Penyidik/Penyidik Pembantu
Subdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Jateng mengetahui dan
mempedomani Keputusan Kapolda tersebut dalam penanganan kasus

kekerasan seksual terhadap para penyandang disabilitas.

Untuk sosialisai kepada para penyidik PPA seluruh Polda Jateng nantinya
akan dilaksanakan setelah kegiatan tersebut dimasukkan dalam DIPA
2024.
Gambar 2.20. : Sosialisai Keputusan Kapolda kepada para
Penyidik/Penyidik Pembantu Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng
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NOTULEN SOSIALISASI KEP KAPOLDA JATENG
Nomor : KEP/211
‘Tanggal 15 November 2023

Project Leader

Goar

. Pembukasn oieh AKBP. Bakliar Atmadi selaku pimpinan dalam kegiatan
sosialisasi Keputusan Kapolda Jateng Nomor : Kep/2175/X1/2023 yang dilkut
oleh 23 ( dua puluh tiga ) Penyidik Subit IV/Renskia Diteskiimum Polda
dsteng
Bahwa Keputusan Kapoida Jateng Nomor : Kepi2178/X1/2023 tanggal 9
November 2023 tontang Mekanisme Pananganan Tindak Pidana Kekerasan

Tim Efokt oija Polda Jateng atas
adanya pamiiran bahwa belum adanya sturanidasar hukum yang mengatur

dari data tahun 2022 ada 18 kasus kekerasan seksual yang disiami oleh
penyandang disabilitas di wilayah hukum Pokda Jateng.
Bahwa Keputusan Kapolda ini bisa djadiksn dasar hukum untuk mengis!

penysndang disbiltas dan disdikan pedoman bagl para p-mu( Khususnys
Penyidk PPA
penyandang dissbiltas i wilayah Poida Jateng,

. Dilakukan penjeiasan oleh pimpinan rapat terkait isi dari Keputusan Kapoida

Penanganan kasus tersebut dsrl swal sdanya pelaporan, penyelidikan dan
penyidikan di fingkat Polda serta penjelssan hak-hal yang peru menjadi

2. Manfaat Implementasi Proyek Perubahan

a. Penyidik PPA Polda Jateng mempunyai dasar hukum yang dapat
digunakan sebagai pedoman dalam penanganan tindak pidana kekerasan
seksual dengan korban penyandang disabilitas yang sampai saat ini belum
ada pedoman penangannannya dari Bareskrim Polri sehingga proses
penyidikan yang profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan dapat

diwujudkan;

b. Peningkatan kemampuan Penyidik PPA dalam melakukan penegakan
hukum bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana

Kekerasan Seksual;

c. Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum yang berkeadil
korban tindak pidana kekerasan seksual.
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Impinan Strategis

aya membuat gagasan perubahan yang baik tentunya
an cara Yyang tepat dalam berkomunikasi sehingga dapat
mpengaruhi dan menumbuhkan kepercayaan pejabat/satker pemangku
kepentingan, dengan integritas yang dipunyai oleh Project Leader sangat
berperan dalam meyakinkan serta mengajak stakeholder untuk terlibat dan
memberikan kontribusi dalam proyek perubahan. Dengan kepercayaan dan
keyakinan stakeholder terhadap apa yang kita komunikasikan dalam
perencanaan menjadi modal utama dalam mensukseskan sebuah gagasan
agar terwujud sesuai tujuan. Hal penting lainya yang terkait dengan proses
kepemimpinan dalam pelaksanaan proyek perubahan adalah bagaimana kita
membangun sebuah organisasi pembelajar. Dengan terdukungnya sarana
prasarana yang memadai dari organisasi dan tersedianya sumber daya
manusia didalamnya didorong untuk terlibat dan meyakini bahwa apa yang
dilakukan merupakan upaya guna mewujudkan tujuan dari organisasi bahwa
perubahan internal dan eksternal dalam hal peningkatan layanan penegakan
hukum memerlukan inovasi untuk meneyelesaikanya. Dalam implementasi
kepemimpinan strategis terlihat dari :
a. Terlaksananya pencapaian jangka pendek melalui koordinasi dan
management tim efektif sebagai perwujudan organisasi pembelajar;
b. Terlaksananya kegiatan Coaching Clinic dan Pengecekkan akomodasi
yang layak bagi penyandang disabilitas di 12 (dua belas) Polres jajaran;
c. Ditanda tanganinya Keputusan Kapolda Jawa Tengah Nomor:
Kep/2175/X/2023, tanggal 9 November 2023 setelah Kapolda menerima
penjelasan dari Project Leader dan yakin bahwa keputusan ini akan

bermanfaat bagi para Penyidik PPA Polda Jateng dan masyarakat Jateng.

4. Implementasi Strategi Marketing

Strategi marketing ini diarahkan kepada stakeholder agar mendukung
proyek perubahan. Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi stakeholder
kemudian dilakukan pemetaan. Dari hasil pemetaan stakeholder terseb
kemudian ditentukan strategi untuk mempengaruhi dengan harapan s

stakeholder mendukung proyek perubahan.
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emetaan Stakeholder setelah Proper
PROMOTERS

o KAPOLDA JATENG

e DIRRESKRIMUM POLDA JATENG

o WADIRRESKRIMUM POLDA
JATENG

e KARO SDM POLDA JATENG

e KABIDKUM POLDA JATENG

KEPENTINGAN KEPENTINGAN
RENDAH TINGGI

DEFENDERS

APATHETICS o DP3AP2KB PROVINSI JATENG/

LEMBAGA PEMERHATI
o MASYARAKAT DISABILITAS

e PENYIDIK PPA/ PENYIDIK

Setelah pelaksanaan proyek perubahan terjadi perpindahan peta
stakeholder yaitu :

a. Peta stakeholder dari kelompok Defender berpindah ke Promoter seiiring
dengan pengaruh dan kepetingan stakeholder dalam peningkatan SDM
para penyidik Polda Jateng, Stakeholder yang berpindah dari Defender ke
Promoter adalah Karo SDM Polda Jateng.

b. Peta stakeholder dari kelompok Latents berpindah ke Promoter seiiring
dengan kepetingan stakeholder dalam pembuatan peraturan yang belum
ada aturannya dari satuan tingkat atas ( Mabes Polri ) dan komitmen
dukungan stakeholder dalam proyek perubahan ini. Stakeholder yang
berpindah dari Latents ke Promoter adalah Kabidkum Polda Jateng.

c. Peta stakeholder dari kelompok Apathetics berpindah ke Defender adalah
para Penyidik PPA/Penyidik seiiring dengan adanya kegiatan Coching
Clinicdan diskusi terkait penyandang disabilitas meningkatkan kepentingan
/linterest para penyidik Polda Jateng terhadap proyek perubahan.
Dalam suatu organisasi/perusahaan, bagian pemasaran atau markeg

merupakan bagian yang cukup penting dalam proses perkemban

kemajuan suatu perusahaan. Karena bagian pemasaran adalah uj
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erikan informasi mengenai gambaran perusahaan
au jasa yang disediakan. Dengan adanya pemasaran, para
dapat lebih memahami apa yang ditawarkan oleh penjual sebelum
kukan pembelian. Ditambah persaingan bisnis saat ini sudah sangat
ketat, perusahaan-perusahaan berlomba dengan cara terbaiknya untuk
melakukan pemasaran yang maksimal dengan model 4P 1C (Product, Place,
Price, Promotion dan Customer).

Implementasi strategi marketing untuk menerapkan proyek perubahan ini
dilakukan dengan strategi pemasaran relasional, dalam hal ini tim Proyek
Perubahan menerapakan strategi co-creation value yaitu upaya untuk
menciptakan pelayanan jasa pengamanan sesuai dengan needs dan wants
dari pengguna jasa. Elemen dari strategi tersebut adalah;

a. Product (produk)

Merupakan jantung dari pemasaran, semua pemasaran dimulai dengan

produk, produk bukanlah entitas fisik saja tapi menangkap seluruh aspek

berwujud dan tidak berwujud seperti pelayanan, organisasi, kualitas, jasa
dan ide. Proyek perubahan ini dalam pelaksanaannya menghasilkan
produk sebagai tolak ukur keberhasilannya. Produk yang dihasilkan
adalah :

1). Mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan
korban penyandang disabilitas di wilayah hukum Polda Jateng adalah
untuk memberikan pelayanan penegakan hukum secara profesioanal,
transparan, akuntabel, berkeadilan serta menjunjung tinggi HAM kepada
masyarakat khususnya penyandang disabilitas sebagai korban,

2). Keputusan Kapolda Jateng Nomor: Kep/2175/X/2023, tanggal 9
November 2023 tentang Mekanisme penanganan tindak pidana
kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas di wilayah
hukum Polda Jateng merupakan payung hukum sebagai legalitas

pelaksanaan penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan
korban penyandang disabilitas bagi Penyidik Polri khususnya Penyidik
PPA di Polda Jateng, ini adalah bentuk dasar hukum.

Produk inilah yang di harapkan dapat merubah keadaan awal m

keadaan yang diharapkan.
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engalihan kepemilikan produk layanan, faktor tempat ini

penting untuk memberikan saluran produksi kebutuhan, tempat
Imana para pengelola menyampaikan pesannya; Tempat pelaksanaan
proyek perubahan ini ada dua yaitu Ditreskrimum Polda Jateng dan
Polres/ta/tabes jajaran Polda Jateng.
. Price (harga)
Merupakan strategi pelayanan, produk yang dapat memberikan kesan yang
berkualitas, pelayanan yang cepat dan tepat. Price ditekankan aspek
efisiensi dan efektivitas, baik dari sisi waktu, biaya, tenaga dan tingkat
akurasi data capaian kinerja, serta dari sisi manfaat. Value yang di dapat
dari proyek perubahan ini adalah : penanganan perkara menjadi sistematis
serta adanya Kerjasama penanganan perkara menjadi hambatan dapat
teratasi, maka dengan kedua value tersebut diharapkan meningkatkan
tingkat pemanfaatan pelayanan penegakan hukum Polda Jateng.
d. Promotion (Promosi)
Merupakan strategi promosi yang mencakup berbagai cara yang dapat
digunakan untuk berkomunikasi dengan para audiens atau target. Strategi
komunikasi yang digunakan dalam proyek perubahan ini melalui koordinasi,
edukasi dan sosialisasi dengan diskusi, dan melalui media sosial untuk
meningkatkan sinergitas dengan stekholder terkait, serta komunikasi untuk
mendapatkan dukungan berupa bimbingan dan arahan oleh pembuat
kebijakan.
e. Customer (Pelanggan)
Merupakan sasaran utama dalam menggunakan produk yaitu masyarakat
Jawa Tengah khususnya para penyandang disabilitas yang menjadi korban
kekerasan seksual.

Untuk memahami kebutuhan, pihak pengguna dan menawarkan jasa

pelayanan yang dimiliki oleh Polda Jateng untuk penanganan tindak pidana
kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas maka
sinkronisasi hukum untuk penyelarasan dan penyerasian berbagg
peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur
bidang tertentu dan juga diperlukan kerja kolaboratif antara p

kebijakan, baik pemerintah pusat, daerah, dan aparat pe
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si di lapangan sehingga bisa memberikan rasa aman

bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas
da ketakutan dari berbagai macam potensi tindak pidana, utamanya

ekerasan seksual di wilayah hukum Polda Jateng.

5. Diseminasi dan Publikasi

Diseminasi dan publikasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada
kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul
kesadaran, menerima, dan pada akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
Proses diseminasi proyek perubahan merupakan salah satu komponen kunci
dalam strategi marketing sektor publik dalam penyebarluasan ide atau gagasan
dari proyek perubahan. Pelaksanaan diseminasi yang menjadi implementasi
proyek perubahan ditujukan kepada stakeholder agar terjadi penyebaran
informasi sehingga terbentuk persepsi yang sama dalam rangka menghasilkan
outcomes proyek perubahan yang diinginkan.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi Keputusan Kapolda Nomor:
Kep/2175/X/2023, tanggal 9 November 2023 tentang mekanisme penanganan
tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas
kepada para penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jateng pada hari
Rabu tgl 15 November 2023 mulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai bertempat di
Ruang Rapat Ditreskrimum Polda Jateng.

Dalam sosialisasi disampaikan terkait penyandang disabilitas dan
mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban
penyandang disabilitas yang merupakan pedoman bagi para penyidik di Subdit
IV, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam
penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang
disabilitas.

Kegiatan ini kemudian dipublikasikan melalui akun media sosial resmi

Ditreskrimum Polda Jateng supaya masyarakat mengetahui kegiatan tersebut
dan mengetahui bahwa kasus kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja
termasuk kepada para penyandang disabilitas serta supaya masyarak
mengetahui peningkatan pelayanan penegakkan hukum bagi se

masyarakat khususnya bagi para penyandang disabilitas yang menjagds

kekerasan seksual.
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ga membuat Surat Telegram ke Polres Jajaran untuk menginformasikan
pada Kasatker jajaran Polda Jawa Tengah bahwa sudah ada Keputusan
Kapolda tentang mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual dengan
korban penyandang disabilitas yang dijadikan pedoman para penyidik PPA
Satreskrim dalam penanganan kasus tersebut.

Gambar 2.22. : Sosialisai Keputusan Kapolda kepada para
Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Publikasi

dan Surat Telegram

LA B

< Posting nstagnam
e @ditreskrimumpoldaja,.. « 9 0

ditraskrimumpoldajateng \v) dit_reskrimumpoldajateng
"SOSIALISASI KEP KAPOLDA

TENTANG MEKANISME

PENANGANAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL DENGAN

KORBAN PENYANDANG

DISABILITAS DI POLDA JATENG"

Qv

Disukai oleh ririn75 dan 100

lainnya
dit_reskrimumpoldajateng
"SOSIALISASI KEP KAPOLDA TENTANG
MEKANISME PENANGANAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN
KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DI
POLDA JATENG"

KEKERASAN  SEKSUAL _ DENGAN
PENYANDANG, DISABILITAS Of KEPOLISIAN DAE

BEB TTK SEHUB DON REF DI ATAS KA DON INI DISAMPAIAN KEPADA KA

DERAIAT _: KILAT
KLASIFIKASE: BIASA

6. KAPOLRESTA MGL.
7. KAPOLRES JJRN POLDA
JATENG

KABUG 785 DI ATAS TTK
TIGA TTK PELAKS SOSIALISASI KEP KAPOLDA JATENG
DIMAKSUD MENUNGGU KEMBANGAN  LEBIH

EMPAT TTK uip mva.m JATENG NOMOR KEPRITENIZ0Z)
oA

Implementasi Proyek Perubahan
Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas
Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

58



erubahan

ahan ini akan terus dilanjutkan sesuai dengan komitmen

ader baik untuk Jangka Menengah mapun Jangka Panjang yaitu :

angka Menengah (Januari s/d Juni 2024)

1). Sosialisasi mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual
dengan korban penyandang disabilitas kepada para Penyidik PPA Polda
Jateng;

2). Penyusunan draff kerja sama penanganan TP Kekerasan Seksual
dengan korban penyandang disabilitas dengan stakeholder yang
berkompeten;

3). Perjanjian kerja sama dengan para stakeholder yang berkompeten
dalam penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak
khususnya dengan korban penyandang disabilitas.

b. Jangka Panjang (Juni s/d Desember 2024)

Monitoring, analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan mekanisme
penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang

disabilitas dan perjanjian kerjasama dengan stakeholder terkait

7. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar (Learning Organization)

Sejak diperkenalkan tahun 1990-an, organisasi belajar (Learning
Organization) berperan membekali organisasi perusahaan dengan basis
pengetahuan dalam rangka memenangkan persaingan dan menghadapi
perubahan lingkungan yang sangat cepat.

Garvin  (1993) mendefinisikan organisasi pembelajar (Lerning
Organization) sebagai organisasi yang terampil dalam menciptakan,
memperoleh dan mentransfer pengetahuan dan wawasan yang didapatkanya.
Pengetahuan didapatkan dari hasil penciptaan sendiri karena kreatifitas dan
wawasan, namun bisa juga datang dari luar organisasi atau disampaikan
oleh orang dalam. Dari manapun asalnya idealnya pengetahuan itu
memberikan suatu perbaikan bagi organisasi. Dalam proyek perubahan ini,
pemberdayaan organisasi pembelajar diterapkan oleh Project Leader sebagaj
salah satu cara untuk mensukseskan implementasi proyek perubahan ja
pendek yaitu melalui kegiatan :

1. Pembentukan tim efektif dan tim pokja dengan memberday:
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dimiliki Polda Jateng untuk mengimplementasikan
bahan yang digagas oleh Project Leader;

sanaan Coaching Clinic dan Pengecekkan akomodasi yang layak
ke 12 (dua belas ) Polres jajaran Polda Jawa Tengah untuk mengetahui
pengetahuan dan kemampuan para penyidik PPA tentang penyandang
disabilitas dan pengecekkan prasarana bagi para penyandang disabilitas
yang nantinya hasilnya digunakan dalam membuat proyek perubahan;
Keputusan Kapolda Nomor : Kep/2175/X/2023 merupakan bukti bahwa
Polda Jateng menerapkan organisasi pembelajar dimana Polda Jateng
mendidik para personilnya untuk terampil dalam menciptakan,
memperoleh dan mentransfer pengetahuan dan wawasan serta
berupaya mencari alternatif solusi terbaik dalam pencapaian tujuan

organisasi.

8. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi

a. Target pengembangan potensi diri.
Pada pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan potensi
diri mengacu pada 3 (tiga) komponen utama, meliputi komponen integritas,
kerjasama dan mengelola perubahan. Awal Penilaian pemetaan sikap
perilaku kepemimpinan dilakukan oleh Project Leader dan Mentor dengan
hasil sebagai berikut :
Tabel 2.2. :. Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor
Nilai Nilai Nilai e
Komponen Sub Komponen s || MER Rata-Rata Kualifikasi
Tanggung jawab 9 9 9.00 Istimewa
Komitmen 9 9 9.00 Istimewa
Kedisplinan 9 9 9.00 Istimewa
Integritas | Kejujuran 9 9 9.00 Istimewa
Konsistensi 9 9 9.00 Istimewa
Pengambilan Keputusan 9 9 9.00 Istimewa
Rata-Rata 9.00 9.00 9.00 Istimewa
Kerjasama Internal 9 9 9.00 Istimewa
Kerjasama Eksternal 8 9 8.70 Baik
. Komunikasi 9 9 9.00
Kerjasama
Fleksibilitas 8 9 8.70
Komitmen dalam Tim 9 9 9.00
Rata-Rata 8.60 9.00 8.88
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9 9 9.00 Istimewa
9 9 9.00 Istimewa
Pengembangan orang lain 9 9 9.00 Istimewa
Orientasi pada hasil 9 9 9.00 Istimewa
Inisiatif 9 9 9.00 Istimewa
Rata-Rata 9.00 9.00 9.00 Istimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8.87 9.00 8.96 Baik
Tabel 2.3. . Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta
Nilai Komponen
Sub Sub Sub Komponen | Rata-Rata Kualifikasi
Komponen [ i€ellslelsl=il Mengelola Total Sub Total Sub
Integritas [ GEEE) Perubahan Komponen | Komponen
Peserta 9.00 9.00 8.87 Baik
Mentor 9.00 9.00 9.00 9.00 Istimewa
Nilai Rata-
Rata Per Sub 9.00 3.88 9.00 8.96 Baik
Komponen
Kualifikasi
Per Sub Istimewa Ba Istimewa Baik
Komponen
Akhir Sikap
Keterangan Kualifikasi Perilaku
9.00-10 Istimewa 8.96
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup Kualifikasi:
3-4.99 Kurang Baik
1-2.99 Sangat Kurang

Dalam tabel diatas masih terdapat dua nilai 8 (baik) yaitu dalam
komponen kerja sama dalam sub komponen kerja sama eksternal dan
fleksibilitas sehingga perlu untuk dilakukan pengembangan potensi diri guna

meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan proyek perubahan.

b. Strategi pengembangan potensi diri
Dari tabel diatas kita lihat bahwa masih terdapat sub komponen yang

perlu adanya peningkatan yaitu sub komponen kerja sama eksternal dan
fleksibilitas, kerja sama eksternal meliputi kegiatan membangun kerj
sama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal / para pem
kepentingan dalam rangka pencapaian

target kerja organi
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eliputi kegiatan mengetahui keberagaman yang ada

rja sama dengan berbagai pihak dan dapat mensinergikan

agaman tersebut guna pernacapaian target kerja organisasi.

Dalam mendukung terlaksananya proyek perubahan dan percepatan

dalam pengembangan potensi diri diperlukan strategi untuk

pengembangan potensi diri. Strategi yang digunakan dalam
pengembangan potensi diri diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melalui kegiatan pembimbingan dengan mentor maupun dengan
pihak terkait lainnya guna meningkatkan kemampuan dalam
membangun kerja sama atau aliansi dengan pihak eksternal /
pemangku kepentingan.

2. Melalui diskusi dengan mentor, tim efektif maupun stakeholders guna
meningkatkan kemampuan dalam mengetahui keberagaman yang
ada dalam bekerja sama dengan berbagai pihak dan dapat
mensinergikan keberagaman tersebut.

3. Melalui pembelajaran mandiri terkait dengan pengembangan potensi
diri yang akan dilakukan seperti membaca buku, mengikuti kegiatan
seminar yang dilaksanakan secara online ( webinar ) dan belajar
online melalui website ASN Future Skills.

Gambar 2.21. : Kegiatan Pengembangan Potensi Diri

Seorang peserta telah
mengaktifkan Teks Tertutup
% Siapa yang dapat melihat tra..
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potensi diri

gembanagan potensi diri yang dilakukan, akhir penilaian
aan sikap perilaku kepemimpinan yang dilakukan oleh Project
eader dan Mentor selama proyek perubahan dengan hasil sebagai
berikut :

Tabel 2.4. :. Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor
Setelah Pengembangan Potensi Diri

Komponen Sub Komponen nglearlta th:\atlé)r Rag!ggta Kualifikasi
Tanggung jawab 9 9 9.00 Istimewa
Komitmen 9 9 9.00 Istimewa
Kedisplinan 9 9 9.00 Istimewa
Integritas | Kejujuran 9 9 9.00 Istimewa
Konsistensi 9 9 9.00 Istimewa
Pengambilan Keputusan 9 9 9.00 Istimewa
Rata-Rata 9.00 9.00 9.00 Istimewa
Kerjasama Internal 9 9 9.00 Istimewa
Kerjasama Eksternal 9 9 9.00 Istimewa
Kerjasama Komunikasi 9 9 9.00 Istimewa
Fleksibilitas 9 9 9.00 Istimewa
Komitmen dalam Tim 9 9 9.00 Istimewa
Rata-Rata 9.00 9.00 9.00 Istimewa
Pelayanan Publik 9 9 9.00 Istimewa
Adaptabilitas 9 9 9.00 Istimewa
Mengelola | Pengembangan orang lain 9 9 9.00 Istimewa
Perubahan " grientasi pada hasil 9 9 9.00 Istimewa
Inisiatif 9 9 9.00 Istimewa
Rata-Rata 9.00 9.00 9.00 Istimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 9.00 9.00 9.00 Istimewa

Tabel 2.5. : Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta Setelah
Pengembangan Potensi Diri

Nilai Komponen

Sub Sub Sub Komponen | Rata-Rata Kualifikasi

Komponen [ i€eilslelsl=il Mengelola Total Sub Total Sub

Integritas [ GEEED)E Perubahan Komponen | Komponen

Peserta 9.00 9.00 9.00 Istimewa

Mentor 9.00 9.00 9.00 9.00 Istimewa
Nilai Rata-

Rata Per Sub 9.00 9.00 9.00 Istimewa
Komponen
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Kualifikasi
Per Sub Istimewa ew a Istimewa Istimewa
Komponen
Akhir Sikap
erangan Kualifikasi Perilaku
9.00-10 Istimewa 9.00
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup Kualifikasi:
3-4.99 Kurang Istimewa
1-2.99 Sangat Kurang

9. Kontribusi Mata Pelatihan Pilihan
Keterkaitan proyek perubahan dengan mata pelatihan pilihan yang diambil
oleh Project Leader dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Power Of Your Leadership, membuat perbedaan bersama orang lain.
Buku ini ditulis oleh John C. Maxwell.
Pelajaran yang didapatkan dari buku ini adalah bahwa menjadi seorang
pemimpin bukanlah karena kekuasaan, prestise atau kekayaan,
melainkan menjadi seorang pemimpin untuk dapat membuat perbedaan
bersama dengan orang lain. Menjadi seorang pemimpin adalah bisa
bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang berharga.
Pemimpin yang paling berpengaruh menjadi kuat karena keyakinan
teguh mereka pada sesuatu yang ingin mereka capai. Mereka sangat
ingin membuat perbedaan yang berarti dan memperbaiki kehidupan
banyak orang. Mereka ingin hidup mereka lebih bermakna.
Dalam proyek perubahan ini, Project Leader telah membuat perbedaan
dengan melakukan inovasi melalui Strategi Penanganan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui
Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda
Jateng yang akan digunanakan dalam penguatan penanganan
penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban
penyandang disabilitas. Harapannya membantu pemerintah melakukan
upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan
kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas me
kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi s
citra Polri dan Pemerintah dimata masyarakat meningkat.
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Hak asasi manusia merupakan hak konstitusional setiap orang yang
dijamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia, termasuk bagi
penyandang disabilitas Setiap negara berupaya untuk mewujudkan hak
asasi manusia (HAM) melalui serangkaian pranata yang dimiliki dengan
memuat HAM dalam amanat konstitusi. Upaya pemenuhan HAM ini
telah diatur sedemikian komprehensif dalam Undang undang nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 2 UU HAM tertulis, "Negara Republik Indonesia mengakui
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar
manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak
terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan
ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan,
kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak asasi seluruh warga
negaranya, dimana Negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya
untuk bertanggung jawab membuat kebijakan dan atau melakukan
tindakan yang memadai dalam menjamin setiap individu memperoleh
atau terpenuhi hak asasinya.

Selain itu terdapat tanggung jawab Negara untuk melindungi, menuntut
negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk bertanggung
jawab membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai
guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari pelanggaran
termasuk upaya untuk mencegahnya.

Atas dasar ini project leader membuat proyek perubahan untuk
pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas terutama hak untuk
memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

c. Mata pelatihan pilihan Manguasai Seni Berkomunikasi

Dalam kegiatan ini dilakukan proses pembelajaran online oleh Grace
Kumala dengan outline pembelajaran :
1) Konsep dasar dan jenis komunikasi
2) Teknik berkomunikasi

3) Menguasai public speaking
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si merupakan suatu ketrampilan yang harus dimiliki terlepas

stri dan/atau sektor yang digeluti. Dalam menguasai komunikasi

tidak ada yang instan, practice makes perfect.

Kegiatan ini akan meningkatkan keberhasilan proyek perubahan yang

dilakukan terutama dalam berkomunikasi kepada tim efektif dan para

steakholder terkait.

. Mata pelatihan pilihan Membina Kerjasama Tim

Dalam kegiatan ini dilakukan proses pembelajaran online membahas

cara-cara efektif untuk membangun dan mempertahankan kerjasama

tim yang solid. Pembelajaran tentang dinamika kelompok, teknik

membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan meningkatkan

komunikasi antar anggota tim.

Kegiatan ini akan meningkatkan keberhasilan proyek perubahan yang

dilakukan terutama dalam membangun Kerjasama dengan tim efektif

dan para steakholder terkait

e. Mata pelatihan pilihan Memahami Collaborative Governance Sebagai
Basis Strategi Kerjasama Luar Negeri
Dalam kegiatan ini dilakukan proses pembelajaran online membahas
konsep collaborative governance sebagai basis strategi kerjasama luar
negeri. Peserta akan memahami prinsip-prinsip dasar, manfaat, dan
tantangan dalam menerapkan collaborative governance, serta
bagaimana mengintegrasikan konsep ini ke dalam organisasi.
Pembelajaran mengenai konsep jejaring dan berjejaring, menganalisis
dan menata jaringan serta membangun jejaring. juga Collaborative
Governance in Theory and Practice, Implementing Collaborative
Governance: Models, Experiences, and Challenges dan Conditions for
Collaborative = Governance. Kegiatan ini akan meningkatkan
pengetahuan dalam memehami Collaborative Governance yang akan
digunakan dalam proyek perubahan para steakholder terkait.
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BAB Il
PENUTUP

Lesson Learnt

Selama proses pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat Il Tahun 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) POLRI
dan dalam implementasi proyek perubahan terdapat beberapa hal yang
menjadi Lesson Learnt yaitu :

a. Perubahan dalam sebuah organisasi, diperlukan adanya kepemimpinan
strategis, dimana seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan
strategis mampu menangkap peluang kemudian mengambil langkah-
langkah dalam memanfaatkan peluang tersebut serta mampu untuk
mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan tujuan
organisasi secara optimal;

b. Kemampuan komunikasi yang baik dan menarik sangat diperlukan
untuk dapat meyakinkan stakeholder bahwa gagasan proyek perubahan
yang akan dilaksanakan benar-benar akan mempunyai manfaat bagi
organisasi.

c. Perlunya kreativitas dan inovasi seorang Team Leader dalam setiap
tindakan maupun perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan rencana
yang telah ditetapkan secara matang dan terstruktur dengan baik
sehingga akan menghasilkan capaian sesuai yang diharapkan.

d. Upaya penyamaan visi dan misi antara Project Leader dengan tim efektif

serta membangun kerja sama yang baik dengan tim efektif sangat

diperlukan dalam pelaksanaan proyek perubahan sehingga proyek
perubahan dapat tercapai dan memberikan manfaat.

e. Kunci sukses keberhasilan proyek perubahan  adalah inovasi,

komunikasi, sinegitas dan kolaborasi.

2. Kesimpulan
a. Pelaksanaan implementasi proyek perubahan yang berjudul Str
Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan

Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum dan
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dilaksanakan dengan baik dan lancar.

adalah sebagai berikut :

bagi para penyandang disabilitas.

penyandang disabilitas

3) Tersosialisasinya mekanisme penanganan

llayah Polda Jateng telah berjalan sesuai dengan

aan yang tertuang pada milestone. Seluruh rangkaian
ilatan dan tahapan jangka pendek dalam proyek perubahan dapat

Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, terhadap output yang dicapai

1) Terlaksananya kegiatan coaching clinic terkait penyandang
disabilitas dan supervisi terkait pemenuhan akomodasi yang layak

2) Terbitnya Keputusan Kapolda Jateng tentang mekanisme

penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban

tindak pidana

kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas kepada

para Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng

3. Tindak Lanjut

Project Leader berkomitmen akan tetap melanjutkan implementasi

proyek perubahan capaian pada jangka menengah dan capaian pada jangka

panjang, serta dukungan penuh dari pimpinan secara tertulis maupun

pernyatan lisan untuk melanjutkan proyek perubahan dimaksud.

Demikian Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini

disusun sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Proyek Perubahan di lingkungan Ditreskrimum

Polda Jateng sebagai syarat pada pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat Il Angkatan XXVIII TH 2023 di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung.

Semarang,

BAKTIAR ATMADI, S.Si., M.H.

November 2023
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KAPOLDA Nomor : Kep/2175/X1/2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
—DAERAHJAWATENGAH

SAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
Nomor: Kep/1 5 /XI/2023

tentang
MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Menimbang : 1. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam neger;

2. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang profesional dan
akuntabel utamanya terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan korban
penyandang disabilitas perlu penanganan khusus;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2, periu menetapkan Keputusan.

Mengingat : 1.  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

4, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(UU TPKS);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi
Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;

8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang
wmmmdmtmmmmmmmmmmw

10. Peraturan .....
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10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

11, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP
Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;

12, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Memperhatikan: ~ Saran dan pertimbangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kepala Bidang

Hukum Polda Jateng dan Kepala Sekretariat Umum Polda Jateng.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG MEKANISME

PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN

PENYANDANG DISABILITAS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

1. mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban
penyandang disabilitas di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sesuai yang tercantum
dalam lampiran keputusan ini;

2. mekanisme ini sebagai suatu panduan atau pedoman yang digunakan dalam
melaksanakan tugas terkait adanya Laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dengan korban penyandang disabilitas di Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

3. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan
pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;

4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi: ~ Semarang
pada tanggal: 9 November 2023
Kepada Yth.:
1. Dimeskrimum Polda Jateng.
2. Distribusi C Polda Jateng,
Tembusan:
1, Wakapolda Jateng,
2. Irwasda Polda Jateng.
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TANG NO 2

MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DENGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

. PENDAHULUAN

1. Umum

Manusia sesuai kodrainya diciptakan oleh Allah SWT dalam kedudukan yang sejajar. Di dalam
kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai perbedaan yang didasarkan pada jenis kelamin,
warna kulit, suku_ 3agama, budays, maupun sebagai penyandang disabiltas. Senngkali perbedaan
tersebut dijadikan alasan untuk memperlakukan manusia secara berbeda, terulama terhadap
penyandang disabilitas. Meskipun memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas memiliki hak dan
kewajban seperfi halnya manusia normal pada umumnya. Dengan demikian, tdak ada alasan
uniuk memperiakukan mereka yang mengalami disabilitas secara diskriminatif, terutama bagi
penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan seksual.

Keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh panyandang disabilitas dapat dipastikan berdampak
pada aklivitas kesehanan mereka dalam menjalani kehidupan, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Hambatan-hambatan yang dialami oleh sefiap penyandang disabilitas tersebut berbeda
antara satu dengan yang lain, tergantung ragam disabiitas yang dimiliks. Permasalahan yang
dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia sangat las dan kompleks karena mencakup
berbagai aspek mendasar kehidupan Terebih jka penyandang disabilitas dihadapkan pada
kondisi sebagai korban kekerasan seksual. Mereka akan mengalami banyak permasalahan mulai
dan tahap pelaporan sampai proses penyidikan, sksesibiitas informasi, serla sarana dan
prasarana.

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum pada Poln
khususnya terhadap penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, dimana selama
ni penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi kepada penyandang disabilitas
belum maksimal penanganannya karena belum ada Mekanisme Penanganan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas. Diharapkan dengan adanya
mekanisme ini, penyidik mempunyai gambaran dan mengetahui langkah-langkah apa yang
seharusnya dilakukan secara profesional dan berkeadiian dalam penanganan kasus tersebut yang
pada akhimya dapat memberikan rasa keadilan bagi korban yang secara tidak langsung dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan citra Polri.

Dasar

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¢.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-
Hak Penyandang Disabilitas;

d. Undang-undang ...
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d  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 fentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

e.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

f.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU
TPKS);

g.  Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang
Layak Untuk Penyandang Disabiitas Dalam Proses Peradilan;

h.  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

.. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kena pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 4
Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

k. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polni Nomor 1 Tahun 2022 fentang SOP
Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;

| Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 fentang
Naskah Dinas dan Tata Persuratan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk memberkan gambaran dan pedoman bagi penyidik dalam penanganan kasus
kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas dalam proses penyidikan di
Direkorat Reserse Kriminal Umum Polda Jaleng dan Polres jajaran Polda Jateng.

b Tujuan

Untuk memberikan pelayanan penegakan hukum bagi korban penyandang disabiltas yang
mengalami kekerasan seksual yang sesuai dengan mekanisme di Direkloral Reserse
Kriminal Umum Polda Jateng dan Polres jajaran Polda Jateng.

4. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Mekanisme Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban
Penyandang Disabiltas diakukan di wilayah Polda Jawa Tengah.

5. TataUnt
Mekanisme Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang
Disabilitas ini disusun dengan tata un sebagai berkut
I PENDAHULUAN,
Il KETENTUAN UMUM;

IIl. PELAKSANAAN ...
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. PELAKSANAAN;
IV.  PENGAWASAN,
V. PENUTUP.

Prinsip-prinsip

3. legaltas, yaitu proses penanganan perkara sesual dengan kefentuan peraturan perundang-
undangan;

b profesional, yatu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungs satuan onganisas sesual
dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;

¢ prosedural, yaitu proses penanganan perkara dilaksanakan sesua mekamsme dan tata cara
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.  transparan, yarlu proses penanganan suaty perkara kepada masyarakat dilaksanakan
secara terbuka dan dapat diketahui perkembangan penanganannya olsh masyarakat;

e skuntabel, yatu dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat
dipertanggungjawabkan; dan

f.  efektf dan efisien, yaitu penyelenggaraan penanganan perkara diakukan secara cepat,

tepat, murah dan tuntas.

KETENTUAN UMUM

Pengerfian

a.  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjuinya disebut Polri adalah alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan keteriiban masyarakat, menegakan hukum, sera
membaerikan perindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
lerpeliaranya keamanan dalam neger,

b Kepala Polr yang selanjuinya dissbut Kapoli adalsh pimpinan Poli dan penanggung jawab
penyelenggara fungsi kepolisian,

& Hepolisian Daerah Jawa Tengah yang selanjulnya dissbut Polda Jateng adalah pelaksana lugas
dzn wewenang Poln di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada i bawah Kapoln;

d Hepala Kepolisian Dasrah Jawa Tengah yang selanjuinya dissbul Kapolda Jateng adalsh
pimpinan Palr di dasrah Jawa Tengah dan bertanggung jawab kepada Kapolr
e Direkloral Reserse Krimingl Umum yang selanjuinya disebut Ditreskamum adzlah unsur
pelaksana fugas pokok dalam bidang Reserse Knminal Umum pada finghat Polda yang berada di
bawah Kapolda;
Direkiur Reserse Knminal Umum yang selanptnya dismghkat Direskrmum, berfugas memimpn,
membina dan mengawasi dalam pelaksanaan fugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan
penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi
identifikasi tingkat Polda;
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Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan
pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;

Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Poln di daerah kabupaten/kota
dan bertanggung jawab kepada Kapolda;

Satuan Reserse Knminal adalah unsur pelaksana fugas pokok yang bertugas melaksanakan
penyehdikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identfikasi
dan laboratorium forensk lapangan serta pembmnaan, koordinasi dan pengawasan penyidik
pegawai negeri sipil fingkat Polres,

Kepala Safuan Reserse Kriminal disingkat Kasatresknm adalah bertugas memimpin, membina
dan mengawasi dalam pelaksanaan fugas dan tanggung jawab alas penyelenggaraan
penyeldikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan findak pidana, lermasuk fungsi idenbfikasi
dan lsboratorium forensk lapangan seda pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik
pegawal neger sipil fingkat Polres;

Pelapor adalah orang yang memberkan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak
hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi;

Laporan adalah pembentahuan yang disampakan oleh seseorang karena atau kewajiban
berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau
diduga akan tenadinya penstiwa pidana;

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidk untuk mencan dan menemukan suatu
penistiwa yang diduga sebagai tindak pidana quna menentukan dapat tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang,

Penydikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang untuk mencan serta mengumpulkan bukli yang ferjadi dan guna menemukan
tersangkanya,

Kekerasan seksual adalah sefiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau
menyerang fubuh, danfatau fungsi reproduksi seseorang, karena kefimpangan relasi kuasa
dan/atau gender, yang berakibat atau dapat mengakibatkan pendertaan psikis dan/atau fisik
termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hiang kesempatan
melaksanakan pendidikan dengan aman dan optmai;

Penyandang disabiitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental, dan/atau sensonk dalam jangka wakiu lama yang dalam berinferaksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efekiif dengan
warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Penilaian personal adalah upaya penilaian ragam, fingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang
disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak baik berupa
pelayanan khusus sesuai ragam disabilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan,

Akomodasi yang laysk adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepal dan diperukan untuk
menjamin penkmatan alau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental
untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraannya;

s. Pendamping ...
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s, Pendamping penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki pengetshuan tentang jenis,
fingkal, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu membenkan pendampingan
terhadap penyandang disabilitas, termasuk dan pihak keluarga; dan

t  Penenemah adalah orang yang memiiiki kemampuan dan pengetahuan unftuk memahami dan
menggunakan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas.

lll.  PELAKSANAAN
A Persapan
1. Personel
a)  anggota Polm,

b)  memiiki kualifikasi penydikipenydik pembantu;
¢)  memiiki mentalitas yang baik dan rasa simpatik;
d)  menguasai perundang-undangan dan pengetahuan lainnya,
e)  memiiki kemampuan mengoperasikan komputer, dan
f)  memiiki disabity awareness (kesadaran lentang disabiitas) dan sensilivily
(kepekaan) terhadap korban penyandang disabilitas
2. Sarana dan Prasarana
a)  jalan yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas;
b)  ruang yang nyaman, aman dan ramah bagi penyandang disabilitas (utamakan di
ruang pemerksaan khusus/RPK);
¢)  mejadan kursi,
d)  jaringan intemet, laptop, LCO Proyekior, printer;
e)  kamera dan Handycam,
fi  kotak P3K;
g)  kursiroda;
h)  toilet khusus penyandang disabiitas; dan
i) parkir khusus penyandang disabilitas
B.  Mekanisme penenimaan Laporan Polisi terhadap pelapor/korban penyandang disabilitas
1. pelaporkarban penyandang disabilitas ditenma personel unit PPA di Ruang Pemeriksaan

Khusus didahului dengan konseing, pengamatan dan penilaian uniuk dibuatkan
rekomendasi ke SPKT terkart penstwa yang dialami pelaporfkorban;

2. proses pembuatan Laporan Polisi dilaksanakan oleh petugas SPKT;
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unit PPA dapat membenkan perindungan sementara terhadap pelaporf korban;

apabia pelaporfkorban dalam kondisi fraumalstress dan mengalami kekerasan fisikfiuka,
penyidik mefakukan tindakan penyelamatan dengan menginm pelapotfkorban ke Rumah
Sakit Bhayangkara Tk |l Semarang/Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapatkan
penanganan medis-psikis serla memantau perkembangannya,

apabia pelaporfkorban merasa terancam keselamatankeamanannya maka petugas unit
PPA berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan Anak
(Prov Kota/Kab )/Dinsos (Prov /Kota/Kab.) agar pelaporfkorban mendapatkan perindungan
di shelterfrumah aman;

setelah pelaporfkorban dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum maka petugas unit PPA
bisa mengantar pelaporfkorban ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk || Semarang/Rumah Sakit
Umum Daerah untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum; dan

setelah korban mendapatkan layanan, pefugas unit PPA wajb mendatangi TKP untuk

mencani saksi dan mengumpulkan barang bukli yang berkartan dengan kekerasan seksual
yang dialami korban.

TINGKAT POLDA JATENG
a)  Penyeldikan
1) Dirreskrimum Polda Jateng menenima Laporan Polisi dan SPKT, atau Laporan
Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang
disabiltas kemudian memenntahkan Kasubdit V untuk menangani;
2)  Kasubdit IV meneli dan menunjuk Kanit PPA sebagai penyidik penanggung
jawab penanganan perkara;
3)  Kant PPA melaksanakan gelar awal untuk menentukan fingkat kesulitan
penanganan perkara;
4)  Kant PPA dan penydiknya membuat administrasi awal penyelidikan berupa
Surat Penntah Tugas Penyelidikan, Surat Pernfah Penyelidikan, Rencana
Penyelidikan, Rencana Kebutunan Anggaran, Sural Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyelidikan/SP2HP dan Surat Undangan Klarifikasi
kepada pelapor (apabila pelapor merupakan keluarga korban atau orang yang
diberi kuasa oleh keluarga korban unfuk membuat laporan),
5)  Penydik melakukan Karifikasi tethadap pelapor,
)  Apabila pelapor merupakan penyandang disabilitas yang menjadi korban maka
sebelum penyidik melaksanakan klanfikasi terhadap pelaporfkorban, penyidik
membuat Surat Permohonan Peniaian Personal terhadap pelaporfkorban

kepada dokterffenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater untuk
mengetahui fingkat hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas;

7) Penyidik .....
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Penyidik membuat Surat Permintaan Pendampingan/Peneriemah kepada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perfindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)Lembaga Pemerhafi
Disabiltas untuk pelapor yang menjadi korban/saksi korban yang merupakan
penyandang disabilitas sesuai ragam disabiltas yang dialami pelapor/korban
sesuai dengan hasi penilaian personal. Juga apabila pelaporfkorban merasa
terancam keselamatannya, penyidik dapat mengajukan perfindungan saksi
dan korban kepada Lembaga Perfindungan Saksi dan Korban
(LPSK)/DP3AP2KB/Dinsos untuk ditempatkan di shelferrumah aman,
Penyidik membuat Surat Undangan Klarifikasi kepada pelapor (yang menjadi
korban), saksi korban dan saksi lainnya,

Penyidik melakukan Karifikasi terhadap pelapor (sebagai korban)/saksi korban
dengan didampingi oleh pendamping/peneniemah (pekerja sosialiguru
SLB/keluarga korban),

Penydik melakukan kiarifikasi terhadap saksi-saksi lam,

Penyidik melzkukan upaya penyelidikan lainnya berupa pengamatan,

pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelfian dan anahisa dokumen

maupun tindakan lainnya, guna mendapatkan barang bukd;

Penydik melakukan klarfikas: terhadap terlapor (apabila ferlapor masin di

bawah umur 18 (delapan belas) tahun maka wayib di dampingi oleh orang

tualwali);

Penydik membuat Laporan Hasd Penyelidikan dan melaporkannya kepada

atasan penyidik, selanjutnya penyidik membuat bahan paparan gelar perkara;

Kanit PPA beserta penyidik melaksanakan gelar perkara uniuk menentukan

apakah terdapat perisiiwa pidana dalam perkara yang diiaporkan;

Penyidik menindaklanjufi rekomendasi gelar perkara, yaitu:

(a) apabila belum ditemukan penstwa pidana maka perkara dapat dibenkan
kepastian hukum berupa penghentian penyelidikan; dan

{b) apabila ditemukan peristiwa pidana, maka proses penanganan perkara
difingkatkan ke tahap penyidikan (unfuk pengaduan dibuatkan Laporan
Polisi ferlebih dahulu).

Penydik membuat dan menginmkan Surat Pembentahuan Perkembangan
Penyelidikan kepada pelapor dalam bentuk SP2HP.

b)  Penyidikan

)

Kanit PPA dan penyidiknya membuat dan mengajukan administrasi awal
penyidikan berupa Surat Pemntzh Tugas Penyidikan, Surat Penntah
Penyidikan, Rencana Penyidikan, Rencana Kebutuhan Anggaran dan Surat
Pembentahuan Dimulainya Penyidikan/SPOP serta Surat Pembentahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan/SP2HP;

2) Penyidik ...
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Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penpdikan/SPDP
kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan tembusan kepada
pelapor dan terdapor, Penyidik membuat Surat Panggilan kepada saksi-saksi,

3)  Penpdik melakukan pemenksaan kepada saksi pelapor (apabila pelapor
merupakan keluarga korban atau orang yang diben kuasa oleh keluarga
korban untuk membuat laporan),

4)  Penydik melakukan pemeriksaan kepada saksi pelapor yang menjadi
korban/saksi korban didampingi oleh pendamping/penenemah (pekena
sosialiguru SLBkeluarga korban),

5)  Penydik melakukan pemenksaan saksi-saksi lainnya Unfuk saksi yang
berusia dbawah 18 (delapan belas) tahun wagb mendapatkan pendampingan
dan orang tualwali

6)  Penyidik membuat Surat Perintah Membawa apabila saksi yang dipanggil tidak
hadr dengan alasan yang patut setelah 2 (dua) kali menenima Surat Panggilan;

7)  Penydik dapat membawa saksi berdasarkan Surat Penntah Membawa dan
kemudian dilakukan pemeriksaan lerhadap saksi tersebut,
8)  Penydik mengajukan permintaan hasil visum;
9)  Penyidik melakukan penyitaanipenggeledahan dengan mekanisme
(a)  mengajukan [zin Penyitaan/Penggeledahan ke Ketua Pengadilan Negen
selempal, membuat Surat Perintah Penyitaan/Penggeledahan,
membual Surat Tanda Penerimaan, membuat Berta Acara
Penytaan/Penggeledaan, membuat Benta Acara Pembunghusan atau
Penyegelan Barang Bukd; atau
(o) membuat Surat Perintah Penyitaan/Penggeledahan, membuat Surat
Tanda Penenmaan, membuat Berita Acara Penyitaan/Penggeledahan,
membuat Berits Acara Pembungkusan  atau  Penyegelan Barang
Bukli, dan mengajukan Pemohonan Penetapan Penyiaan ke Kelua
Pengadilan Negen setempat atau Laporan Hasil Penggeledahan ke
Ketua Pengadilan Negen setempat;
10) Penydik melakukan pemenksaan barang bukti ke bidang Laboratorium
Forensik;

Penydik membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Ahli, dapat berupa ahli
hukum pidana, ahli visum, ahli dan bidang Laboratorium Forensik, maupun ahli
lainnya;

Penyidik melakukan pemeriksaan ahli;
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Penyidik melskukan pemerksaan terhadap saksi (terlapor);
Penyidik melaksanakan gelar perkara penetapan tersangha;

Penyidk membuat Surat Ketetapan tentang Penetagan Tersangka dan Surat

Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Tengah;

Penyidk mengiimkan Sural Pembenitahuan Penetapan Tersangka kepada
Kepala Kejaksazan Tinggl Jawa Tengah dengan tembusan kepada pelapor dan
tersangka;

Penyidik membuat Sural Panggian Tersangka dan membuat surat ke Bala
Pemasyarakatan (BAPAS) penhal pendampingan maupun permohonan hasi
penelifian masyarakat apabila tersangka masih dibawah 16 (delapan belas)
tahun;

Penyidk dapat melakukan penangkapan terhadap fersangka dengan
mekanisme membuat Surat Perntah Penangkapan, Berta Acara
Penangkapan dan Sural Pemberiiahuan Penangkapan kepada keluarga
tersangka,

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap fersangka, apabila tersangka
belum berusia 18 (delapan belas) lahun maka dilakukan pendamgingan dari
BAPAS,

Penyidik melakukan upays divers: apabia fersangka belum bemsia 18

(delapan belas) fahun atau yang selanjuinya dissbut anak dan jka tindak

pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun

sarta bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan mekanisma:

(@) diakukan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tualwali,
korban dan orang tuawali, pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) dan
pekerja sosial (Dinsos), dapat juga melibatkan masyarakat,

()  diouat hasil kesepakatan dalam bentuk kesepakatan dwversi (laporan
hasil, dafiar hadir dan dokumentasi), yang selanjutnya diaporkan oleh
penyidik ke Kelua Pengadilan Negen selempat,

(¢} Pengadilan Megeri setempal menerbitkan penefapan diversi yang
kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan (BAPAS),
penydik, penuntut umum (Kejaksazn) atau halam: dan

(d)  Penyidik melaksanskan gelar perkara penghenfian penyidikan dan
penydik membuat adminisirasi penghentian penyidian.

Penydk dapat melakukan penzhanan ferhadsp fersangka demgan
mekanisme:

(3] membuzt Surat Perintah Penahanan;
(b) membuzt Benfs Acara Penahanan dan Surat Pembentshuan
Penahanan kepada keluarga tersangka;

() malakukan ...
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(c)  melakukan pemeriksaan kesehatan tersangka; dan
(d)  menahan tersangka di rumah tahanan Poin.

22) Penydik melakukan rekonstruksi perkara;

23) Penydik menyusun Berkas Perkara;

24)  Penydk membuat Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Kepala
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

25) Penydk membuat Surat Penginman Berkas Perkara (Tahap |) dan selanjuinya
penyidik mengiimkan Berkas Perkara (Tahap I) ke Kepala Kejaksaan Tinggi
Jawa Tengah;

26) Apabia penyidik menenma Surat P-19 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,
maka penyidik segera melengkapi Berkas Perkara tersebut. Kemudian
mengirimkan kembali Berkas Perkara tersebul ke Kepala Kejaksaan Tinggi
Jawa Tengah,

27)  Apabia Berkas Perkara felah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut
Umum, maka penyidik membuat Surat Penginman Tersangka dan Barang

Bukti kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; dan
28) Penyidk mengiimkan fersangka dan barang buki ke Kejaksaan Tinggi Jawa
Tengah (Tahap Il).
2. TINGKAT POLRES JAJARAN POLDA JATENG
a)  Penyelidikan

1) Kasat Reskrm menenma Laporan Polisi dari SPKT, alau menenma disposisi
penanganan Laporan Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan
korban penyandang disabilitas dan Kapolresftaftabes dan kemudian
memenntahkan Kant PPA untuk menangani atau sebagai penyidik
penanggung jawab penanganan perkara

2)  Kanit PPA melaksanakan gelar awal untuk menentukan tingkat kesulitan
penanganan perkara;

3)  Kanit PPA dan penyidiknya membuat administrasi awal penyelidikan berupa
Surat Perintah Tugas Penyelidikan, Sural Perntah Penyelidikan, Rencana
Penyelidikan, Rencana Kebuluhan Anggaran, Sural Pembentahuan
Perkembangan Hasd Penyelidikan/SP2HP dan Surat Undangan Klarifikasi
kepada pelapor (apabila pelapor merupakan keluarga korban atau orang yang
diben kuasa oleh keluarga korban untuk membuat laporan);

4)  Penydik melakukan Kanfikasi terhadap pelapor;

5)  Apabia pelapor merupakan penyandang disabiitas yang menjadi korban maka
sebelum penyidik melaksanakan klarfikasi terhadap pelaporfkorban, penyidik
membuat Surat Permohonan Penilaian Personal ferhadap pelaporikorban
kepada doklerfienaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater unfuk
mengetahui tingkat hambatan dan kebutuhan penyandang disabiltas,

) Penyidik ...
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Penyidik membuat Surat Permintaan Pendampingan/Peneremah kepada

Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Pedindungan  Anak

(Kota/Kab Jlembaga Pemerhali Disabilitas untuk pelapor yang menjadi

korban/saksi korban yang merupakan penyandang disabiltas sesuai ragam

disabilitas yang dialami pelapor/korban sesuai dengan hasil penilaian personal.

Juga apabila pelaporkorban merasa ferancam keselamatannya, penyidik

dapat mengajukan perfindungan saksi dan korban kepada LPSK/DP3A

(Kota/Kab. JDinsos (Kota/Kab ) untuk ditempatkan di shelfer/ rumah aman,

Penyidik membuat Surat Undangan Kiarifikasi kepada pelapor (yang menjadi

korban), saksi korban dan saksi lainnya,

Penyidik melakukan kiarifikasi terhadap pelapor (sebagai korban)/saksi korban

dengan didampingi oleh pendampinglpeneriemah (pekeria  sosialguny

SLB/keluarga korban),

Penyidik melakukan Karfikasi terhadap saksi-saksi lain,

Penyidk melskukan upaya penyelidikan lainnya berupa pengamatan,

pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelifan dan anaksa dokumen

maupun tindakan lainnya, guna mendapatkan barang bukd,

Penyidi melakukan klanfikasi terhadap ferlapor apabila terdapor masih di

bawah umur 18 (delapan belas) tahun maka wajib di dampingi oleh orang

tuaiwalr

Penyidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan dan melaporkannya kepada

atasan penyidik, selanjutnya penyidik membuat bahan paparan gelar perkara;

Kanit PPA beserta penyidik melaksanakan gelar perkara untuk menentukan

apakah terdapat peristwa pidana dalam perkara yang dilaporkan;

Penyidik menindaklanjuti rekomendasi gelar perkara, yaitu:

(a) apabila belum ditemukan penstwa pidana maka perkara dapat
diberikan kepastian hukum berupa penghentian penyelidikan; dan

(b)  apabila dtemukan penstwa pidana, maka proses penanganan perkara

ditingkatkan ke tahap penywdikan (untuk pengaduan dibuatkan Laporan
Polisi terlebih dahulu). .

Penyidk membuat dan mengiimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan
Penyelidikan kepada pelapor dalam bentuk SP2HP.

B)  Penyidian

Kanit PPA dan penyidiknya membuat dan mengajukan administrasi awal
penyidikan berupa Sural Perintah Tugas Penyidkan, Surat Perintah
Penyidikan, Rencana Penyidikan, Rencana Kebufuhan Anggaran dan Surat
Pembertahuan Dimulanya Penyidikan/SPOP serta Swat Pembertahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan/SP2HP;
Penyidi menginmkan Surat Pembertahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP
kepada Kepala Kejaksaan Negen setempat dengan tembusan kepada pelapor
dan terlapor;

3) Penyidik ...
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Penyidik membuat Surat Panggilan kepada saksi-saksi;

Penyidik melskukan pemeriksaan kepada saksi pelapor (apabila pelapor
merupakan keluarga korban atau orang yang diberi kuasa oleh keluarga korban
untuk membusat laporan),

Penyidik melakukan pemenksaan kepada saksi pelapor yang menjadi

korban/saksi korban di dampingi oleh pendamping/penenemah (pekena

soxal/guru SLB/keluarga korban);

Penyidik melakukan pemenksaan saksi-saksi lainnya. Unfuk saksi yang berusia

dibawah 18 (delapan belas) tahun wajlb mendapatkan pendampingan dan

orang tualwalr;

Penyidik membuat Surat Perintah Membawa apabila saksi yang dipanggil tidak

hadir dengan alasan yang patut setelah 2 (dua) kali menerima Surat Panggilan;

Penyidik dapat membawa saksi berdasarkan Surat Perintah Membawa dan

kemudian diakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut,

Penyidik mengajukan permintaan hasd visum;

Penyidik melakukan penyitaan/penggeledahan dengan mekanisme:

(a)  mengajukan lzn Penytaan/Penggeledahan ke Kefua Pengadilan
Negeri setempat, membuat Surat Perintah Penyitaan/Penggeledahan,
membuat Surat Tanda Penerimaan, membuat Berfa Acara
Penyitaan/Penggeledaan, membual Berla Acara Pembungkusan alau
Penyegelan Barang Bukli, atau

(b)  membuat Surat Perintsh Penyitaan/Penggeledshan, membuat Surat
Tanda Penenimaan, membuat Berita Acara Penyitaan/Penggeledahan,
membuat Berta Acara Pembungkusan atau Penyegelan Barang Bukdi,

dan mengajukan permohonan  penetapan penyitaan ke Kefua
Pengadian Negen setempat atau Laporan Hasil Penggeledahan ke

Ketua Pengadilan Negen setempat.
Penyidik melakukan pemenksaan barang bukti ke Bidang Laboratorium
Forensik Polda Jateng,

Penyidik membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Ahl, dapat berupa ahli
hukum pidana, ahli visum, ahli dan Bidang Laboratorium Forensik, maupun ahli
lainnyz,

Penyidik melakukan pemeriksaan ahl,

Penyidik metakukan pemeriksaan terhadap saksi (terfapor),

Penyidik melaksanakan gelar parkara penetapan tersangka;

Penyidik membuat Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka dan Surat
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Pembertahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negen

setempat,

17) Penyidik mengrimkan Surat Pembentzhuan Penetapan Tersangka kepada
Kepala Kejaksaan Negen setempat dengan tembusan kepada pelapor dan
tersangka;

18) Penydik membuat Surat Panggilan Tersangka dan membuat surat ke Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) perihal pendampingan maupun permohonan hasi
penelitian masyarakat apabila tersangka masih dibawah 18 (delapan belas)
{ahun;

19) Penydik dapat melakukan penangkapan ferhadap fersangka dengan
mekanisme, membual Sural Perintah  Penangkapan, Berla Acar
Penangkapan dan Sural Pemberifshuan Penangkapan kepada keluarga
tersangka;

20) Penyidik melakukan pemerksaan terhadap fersangka. Apabils tersangka belum
berusia 18 (delapan belas) tahun maka dilakukan pendampingan dan BAPAS;

21) Penydik melakukan upaya diversi apabia tersangka belum berusia 18 (delapan
belas) tahun atau yang selanjuinya disebut anak dan jka tndak pidana yang
dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun serta bukan
merupakan pengulangan findak pidana, dengan mekanisme:

(a)  dilakukan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tualwali,
korban dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) dan
pekerja sosial (Dinsos), dapat juga melibatkan masyarakat,

(o)  dibuat hasil kesapakatan dalam bentuk kesepakatan divers (Laporan
Hasil, Daftar Hadir dan dokumentasi), yang selanjutnya dilaporkan oleh
penyidik ke Ketua Pengadilan Negeri selempal,

(¢)  Pengadian Negeri selempal menerbitkan penclapan diversi yang
kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan (BAPAS),
penyidik, penuntut umum (Kejaksaan), atau hakim;

(d)  Penyidk melaksanakan gelar perkara penghenfian penyidikan dan
penyidik membuat adminisirass penghentian penyidikan.

22) Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka dengan mekanisme:
(a)  membuat Surat Penntah Penahanan,

(b)  membuat Benta Acara Penahanan dan Sural Pembentshuan
Penahanan kepada keluarga tersangka,

(¢)  melakukan pemerksaan kesehatan tersangka, dan

(d)  menahan tersangka di rumah tahanan Poln

23) Penyidik melakukan rekonstruksi perkara;

24) Penyidik menyusun Berkas Perkara;

25) Penyidik ...
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Penyidik membuat Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Kepala

Kejaksaan Negen setempat,

26)  Penyidik membuat Sural Penginman Berkas Perkara (Tahap |) dan selanjuinya
penydi menginmkan Berkas Perkara (Tahap |) ke Kepala Kejaksaan Negen
setempat;

27) Apabia penyidik menenma Surat P-19 dan Kejaksaan Negen setempat, maka
penyidik segera melengkapi Berkas Perkara kemudian menginmkan kembaii
Berkas Perkara ke Kepala Kejaksaan Negeri setempat;

28) Apabila Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut
Umum, maka penyidik membuat Surat Penginman Tersangka dan Barang Buk

kepada Kepala Kejaksaan Negeri selempat, dan

29) Penyidk menginmkan fersangka dan barang bukii ke Kejaksaan Negeri

selempat (Tahap Il).

Hal-hal yang periu diperhatikan:

1. Pemenksaan pelaporfkorban penyandang disabilitas diakukan di Ruang Pemeriksaan
Khusus/ RPK;

2. Penyidik memperkenalkan din dan menjelaskan maksud pemenksaan;

3. Sebelum dilakukan pemenksaan ferhadap korban sebaiknya ditanyakan terlebh dahulu
kondisi korban apakah masih dalam kondisi traumalstress atau kondisi keselamatannya
sehingga penyidik bisa menentukan findakan selanjuinya,

4. Pendamping disabilitas harus memenuhi persyaratan sebagai benkut:

a)  memahami kebuiuhan dan hambatan penyandang disabilitas yang didampingi;

b)  memfasditasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradian dengan baik;

¢)  mendapatkan persetujuan dan penyandang disabilitas atau kelsarganya; dan

d)  memiiki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara bak dengan penyandang
disabiirtas yang didampingi.

5. Peneremah harus memenuhi persyaratan dan mempunyai serifikat penerjemah bahasa
isyarat, pandai bergaul, mudah bennteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efekiif
dengan penyandang disabilitas serta mendapatkan persefujuan dan penyandang disabilitas
atau keluarganya,

6. Penyidik bisa meminta informasi dari korban secara langsung dan/atau melalui pendamping
disabiitas dan/alau penerjemah lerkait

a)  pola komunikasi yang efektif dengan korban;
b)  hambatan yang dimiliki korban; dan
¢)  akomodasi yang layak yang harus disiapkan.

7. Penydik harus bisa membangun komunikasi yang efekiif dengan korban dengan cara
sebagal berikut
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melakukan kontak mata sera fidak berbicara satu arah hanya dengan pendamping
disabilitas dan/alau penerjemah,

b)  meminta bantuan kepada pendamping disabilitas dan/atau penenemah hanya dalam
hal fenadi kondisi penyandang disabilitas tidak memberkan keterangan yang terang
dan jelas, tidak menjawab, atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan
kepadanya;

c)  berbicara dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;

d)  menggunakan bahasa tubuh yang ramah dan menghindan sentuhan fisik, kecuali jika
senfuhan fisk tdak dapat dihindarkan atau justru dibutuhkan seperti menyentuh
bagian luar telapak tangan penyandang disabiitas untuk menyampaikan salam
perkenalan, khususnya bagi penyandang disabilitas nefra, rungu, wicara, dan/atau
rungu wicara,

e)  fidak menanyakan pertanyaan secara berulang, kecuali diperlukan untuk membuat
terang dan jelas untuk keperuan pembuklian,

) menggunakan nada bicara yang wajar, jelas, dan terang disesuaikan dengan ragam,
tingkal, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas,

g)  mendiskusikan dengan penyandang disabiitas, pendamping disabiltas, dan/atau

penerjemah mengenai waklu dan lamanya permintaan kelerangan atau pemeriksaan
yang dapat dijalani oleh penyandang disabilitas berdasarkan kemampuan fisik, psikis,
dan/ atau daya konsentrasinya; dan

h)  menggunakan pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan fertutup yang hanya
membutuhkan jawaban ‘ya” atau ‘tidak”.

8. Penydik perlu memperhatkan efika interaksi bagi penyandang disabilitas tertentu sebagai
benkut
a)  Penyandang Disabilitas Netra

Interaksi dilakukan dengan menginformasian atau memberttahukan terlebih dahulu

pada saat akan meninggalkan atau menyelesaikan pemeriksaan;
b)  Penyandang Disabilitas Rungu, Wicara dan/atau Rungu Wicara.

Interaksi dilakukan antara lain dengan:

1) menanyakan apakah yang bersangkutan lebih nyaman memakai bahasa isyarat
atau bahasa oral;

2) menghindan menggunakan masker dan benda lan yang menutupi atau
menghalangi bibir;

J) berkomunikasi dengan bahasa oral menggunakan gerakan bibir, gestur,
ekspresi, atau bahasa tubuh yang jelas dan dalam hal diperlukan dilakukan
dengan fertulis; dan

4) dalam hal frasa atau kata tertentu tdak dapat dimengerti, agar menggunakan
kata lain yang memiliki arti yang sama.
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{6 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR :KEPI 2175 IXU2023

TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

Penyandang Disabiitas Fisik

Dalam hal penyandang disabiitas menggunakan alat bantu kursi roda atau alat banfu
lainnya, interaksi dilakukan dengan melakukan kontak mata yang sejajar dengan
posisi mata penyandang disabilitas ketika menggunakan kursi roda atau alat bantu
lainnya; dan

d)  Penyandang Disabiltas Mental dan/atau Penyandang Disabilitas Intelekiual

Dalam hal diperiukan, inferaksi dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu
berupa gambar, boneka, maket, isyarat, gestur tertentu, kalender, atau alat peraga
lainnya untuk memudahkan ingatan serta pemahaman fentang fopik pembicaraan.
Jika merasa penyandang disabiiitas yang datang membutuhkan banfuan, jangan ragu untuk
menanyakan apakah ia butuh bantuan,
Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu dan alat bantu lainnya
merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, jangan memindahkan tanpa persetujuan,
Dalam kasus kekerasan seksual penyandang disabilfas mental dan infelektual yang
menjadi korban kemungkinan besar tidak memahami jika dinnya menjadi korban. Bahkan
ada kondisi dimana kemungkinan korban merasa ketagihan dengan tindakan pelaku hingga
terjadi berulangkali atau menjadikan penyandang disabilitas memiiki ketergantungan
kepada pelaku, untuk itu penyidik harus cermat dan jeli dalam pemenksaan;
Apabila pelaporfkorban penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam menghadin
proses penyelidikan/penyidikan maka penyidik dapat melakukan pemerksaan di tempat
yang disepakati oleh pelapor/korban;
Dalam penerapan pasal disesuaikan dengan undang-undang yang beriaku dengan
ancaman hukuman yang maksimum unfuk memberikan efek jera kepada pelaku;
Terkait restitusi penyidik wajio menanyakan terlebih dahulu kepada korban apakah korban
bersedia untuk mengajukan restitusi. Apabila korban menystujui, maka:
a)  Penydik membuat Surat Permohonan kepada Ketua Lembaga Perindungan Saksi
dan Korban,

b)  pinak orang tua korban membuat Surat Permohonan Resfitusi kepada Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan

c)  Penyidik mengirimkan surat permohonan dengan melampirkan surat permohonan
dari orang tua korban, KTP orang fua korban, Kartu Keluarga korban, Akia Kelahiran
Korban, Laporan Polisi dan kronologis perkara.

Apabila dalam penanganan perkara saksi yang mendengar dan melihal tidak ada kecuah

korban sendin, penyidik hanus mencan bukli yang dapat dibuktikan secara Scenfic Grme

Investigation seperti sperma, darah, rambut (terhadap barang bukti tersebut dapat
dilakukan pemeriksaan DNA) dan CCTV.

[V. PENGAWASAN ....

Implementasi Proyek Perubahan
Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas
Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng




{7 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR -KEP/ 2175 /Xi2023

TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan dan pengendahian terhadap pelaksanaan Keputusan Kapolda Jawa Tengah fentang
mekanisme penanganan findak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabiiitas
di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dilakukan oleh Dirreskrimum Poida Jateng selaku atasan

penyidik dan Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Jateng selaku pengawas penyidikan;
2 Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pengawasan langsung serta monitoring dan
evaluasi, dan
3. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan sewakiu-wakiu apabila diperiukan.
V. PENUTUP

Kepulusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan.

ulim"

‘{:’I} "
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SURAT TELEGRAM
OMOR : STR/1975/XI/RES.1.24./2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
— DAERAHJAWATENGAH

SURAT TELEGRAM
DARI  : KAPOLDA JATENG DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA
KEPADA : 1. KAPOLRESTABES SMG 6. KAPOLRESTA CILACAP
2. KAPOLRESTA SKA 7. KAPOLRESTA MGL
3. KAPOLRESTA BMS 8. KAPOLRES JURN POLDA
4. KAPOLRESTA PKL JATENG
5. KAPOLRESTA PATI
TEMBUSAN: 1. KAPOLDA JATENG
2. IRWASDA POLDA JATENG
3. KAROOPS POLDA JATENG
4. KABIT TI POLDA JATENG
NOMOR: STR/ 1435 /XI/RES.1.24./2023 TGL: 4 -11-2023

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TH 2022 TTG POLRI TTK

DUA  TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS TTK

TIGA TTK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TH 2020 TTG AKOMODASI YG LAYAK UTK
PENYANDANG DISABILITAS DALAM  PROSES

PERADILAN TTK

EMPAT TTK SURAT  TELEGRAM  KABARESKRIM  NOMOR:
ST/1857/IX/RES.1.24./2021 TGL 10 SEPTEMBER 2021
TTG JUKRAH PEMBUATAN PERATURAN INTERNAL
MENGENAI STANDAR PEMERIKSAAN TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DLM SES SIDIK TTK

EMPAT TTK SURAT...
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CCC TTK

LIMA

TTK SURAT PERINTAH KAPOLDA JATENG NOMOR:

SPRIN/3729/IX/REN.2.3./2023, TGL 26 SEPT 2023 TTG
TIM ASISTENSI PENANGANAN LP DAN DUMAS
LIMPAHAN DR DITRESKRIMUM POLDA JATENG
TAHUN 2023, COACHING CLINIC DAN PENGECEKAN
AKOMODASI YG LAYAK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DISAMPAIKAN KEPADA KA

BHW DITRESKRIMUM POLDA JATENG TELAH MELAKS COACHING
CLINIC DAN PENGECEKAN AKOMODASI YG LAYAK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DGN HASIL DITEMUKAN BEBERAPA
PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI POLRES
JAJARAN POLDA JATENG MASIH BELUM ADA GARING BELUM
TERSEDIA TTK

BERKAITAN DGN HAL TSB DIPERLUKAN LANGKAH-LANGKAH SBB

TTK DUA
SATU TTK

DUA TTK

TIGA TTK

PENYANDANG DISABILITAS YG BERHADAPAN DGN
HUKUM  DIBERIKAN AKOMODASI YANG LAYAK
BERDASARKAN RAGAM PENYANDANG DISABILITAS
TTK

AKOMODASI YANG LAYAK TERDIRI DARI PELAYANAN
DAN SARANA SERTA PRASARANA TTK

PRASARANA YANG SESUAI STANDAR DAN MUDAH
DIAKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS ANTARA
LAIN TTK DUA

AA TTK RUANG PEMERIKSAAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS YANG AKAN
DIPERIKSA YAITU TERLETAK DI LANTAI 1
ATAU YG SDH MEMPUNYAI FASILITAS LIFT
BISA TERLETAK DI LANTAI LAIN SHG
MUDAH DIAKSES OLEH PENYANDANG
DISABILITAS TTK

BB TTK LAHAN PARKIR PENYANDANG DISABILITAS
DILETAKKAN PADA JALUR TERDEKAT
DENGAN PINTU MASUK / GEDUNG DAN
DIBERIKAN  SIMBOL TANDA  PARKIR
PENYANDANG DISABILITAS TTK

CC TTK SELASAR RAMAH PENYANDANG
DISABILITAS DENGAN LEBAR MINIMAL 150
CENTIMETER YG CUKUP UTK DILEWATI
OLH KURSI RODA ATAU 2 ORG SAAT
BERPAPASAN TTK

DD TTK AKSES...

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas
Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng




NOMOR _ §T/1915/X|[RES..242023

DD TTK AKSES PINTU MASUK KE DALAM GEDUNG
POLRES YANG DAPAT DILALUI OLEH
PENYANDANG  DISABILITAS  DENGAN
LEBAR MINIMAL 90 CENTIMETER TTK

EE TTK PADA  SETIAP  RUANG  TUNGGU
DILENGKAPI DENGAN KURSI TUNGGU
KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS TTK

FF TTK TOILET KHUSUS PENYANDANG
DISABILITAS KMA HARUS DILENGKAPI
DENGAN PINTU GESER DAN PEGANGAN
RAMBAT UNTUK MEMUDAHKAN
PENGGUNA KURSI RODA BERPINDAH
POSISI DARI KURSI RODA KE ATAS KLOSET
ATAUPUN SEBALIKNYA SERTA ADANYA
PANIC BUTTON DALAM HAL PENYANDANG
DISABILITAS MEMERLUKAN
PERTOLONGAN TTK

GG TTK TOILET BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DISEDIAKAN TIDAK JAUH DARI AREA SPKT
MAUPUN RUANG PENYIDIKAN TTK

HH TTK JALUR PEDESTRIAN LEBAR MINIMAL 140
CENTIMETER KMA HARUS STABIL KMA
KUAT KMA TAHAN CUACA DAN TIDAK LICIN
SERTA DILENGKAPI GUIDING BLOCK DAN
WARNING BLOCK  YANG  DAPAT
MENGARAHKAN  DISABILITAS  NETRA
UNTUK MEMASUKI GEDUNG POLRES TTK

Il TTK GUIDING BLOCK ATAU UBIN PEMANDU
BERMOTIF GARIS DAN MENGGUNAKAN
WARNA KONTRAS SEPERTI KUNING KMA
JINGGA ATAU WARNA LAINNYA SEHINGGA
MUDAH DIKENALI OLEH PENYANDANG
GANGGUAN PENGLIHATAN TTK

JJ.  TTK WARNING BLOCK ATAU UBIN PERINGATAN
BERMOTIF BULAT DAN MENGGUNAKAN
WARNA KONTRAS SEPERTI KUNING KMA
JINGGA ATAU WARNA LAINNYA SEHINGGA
MUDAH DIKENALI OLEH PENYANDANG
GANGGUAN PENGLIHATAN TTK

KK TTK TANGGA DENGAN KEMIRINGAN TIDAK
LEBIH DARI 35 DERAJAT SERTA LEBAR
ANAK TANGGA MINIMAL 30 CENTIMETER
DENGAN KETINGGIAN ANAK TANGGA
MAKSIMAL 15 CENTIMETER TTK

POJOK...
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NOMOR _ ST/ 51/X| RES.1.242023

LL TTK TANGGA DILENGKAPI DENGAN HANDRAIL
KMA UNTUK ANAK TANGGA
MENGGUNAKAN MATERIAL YANG TIDAK
LICIN DAN PADA BAGIAN TEPINYA DIBERI
MATERIAL ANTI SLIP TTK

MM TTK RAMP / BIDANG LANDAI DI DALAM
BANGUNAN GEDUNG MAKSIMAL MEMILIKI
KELANDAIAN 6 DERAJAT TTK

NN TTK RAMP / BIDANG LANDAI DI LUAR
BANGUNAN GEDUNG MAKSIMAL MEMILIKI
KELANDAIAN 5 DERAJAT ATAU UKURAN
KEMIRINGAN  1:12, DENGAN LEBAR
KEMIRINGAN 1:20 TTK

00 TTK PADA  SETIAP  RAMP  DILENGKAPI
HANDRAIL DENGAN KETINGGIAN
MAKSIMAL 70 CENTIMETER TTK

PP TTK RAMBU / PAPAN PETUNJUK HARUS
INFORMATIF DAN MUDAH DIKENALI OLEH
SETIAP PENGGUNA DAN PENGUNJUNG
POLRES TTK

DDD TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

EEE TTK DUM TTKHBS

AN KAPOLDA JATENG

‘w ks RRESKRIMUM
l'ﬁlhh
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SURAT TELEGRAM
OMOR : STR/2002/XI/RES.1.24./2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
— DAERAHJAWATENGAH

SURAT TELEGRAM
DARI : KAPOLDA JATENG DERAJAT :KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : 1. KAPOLRESTABES SMG 6. KAPOLRESTA MGL

2. KAPOLRESTA SKA 7. KAPOLRES JJRN POLDA

3. KAPOLRESTA BMS JATENG

4. KAPOLRESTA PATI

5. KAPOLRESTA CILACAP
TEMBUSAN: 1. KAPOLDA JATENG

2. IRWASDA POLDA JATENG

3. KAROOPS POLDA JATENG

4. KABIT TI POLDA JATENG

5. KABIDKUM POLDA JATENG : =S
NOMOR: ST/ 2002 /XI/RES.1.24./2023 TGL: Y -11-2023

AAA TTK REF TTK DUA

SATU  TTK UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TH 2022 TTG POLRI TTK

TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS TTK

TIGA  TTK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TH 2020 TTG AKOMODASI YG LAYAK UTK
PENYANDANG  DISABILITAS DALAM  PROSES
PERADILAN TTK

EMPAT TTK SURAT TELEGRAM  KABARESKRIM  NOMOR:
ST/1857/IX/RES.1.24./2021 TGL 10 SEPTEMBER 2021
TTG JUKRAH PEMBUATAN PERATURAN INTERNAL
MENGENAI STANDAR PEMERIKSAAN TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DLM SES SIDIK TTK

LIMA  TTK KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA
TENGAH NOMOR KEP/2175/X1/2023 TGL 9 NOV 2023
TTG MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA

DUA
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NOMOR _; ST/ 20021 RES.1.24/2073

KEKERASAN ~ SEKSUAL ~ DENGAN  KORBAN
PENYANDANG DISABILITAS DI KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DISAMPAIKAN KEPADA KA
BHW DITRESKRIMUM POLDA JATENG TELAH MENYUSUN
MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DENGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DI
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH YANG TELAH DITERBITKAN
DALAM KEP KAPOLDA JATENG NOMOR KEP/2175/XI/2023 TGL 9
NOV 2023 TTK

CCC TTK BERKAITAN DGN HAL TSB DIPERLUKAN LANGKAH-LANGKAH SBB
TTK DUA

SATU TTK PENANGANAN TINDAK  PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DENGAN  KORBAN  PENYANDANG
DISABILITAS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
BERPEDOMAN KEPADA KEPUTUSAN KAPOLDA
JATENG TSB TTK

DUA TTK PERLU DILAKUKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI
TERKAIT MELIPUTI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN KMA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV
ATAU KOTA/KKAB KMA  DINSOS PROV ATAU
KOTA/KAB DAN LEMBAGA PEMERHATI DISABILITAS
DALAM PENANGANAN KASUS TSB DI ATAS TTK

TIGA TTK PELAKS SOSIALISASI KEP KAPOLDA JATENG
DIMAKSUD MENUNGGU PERKEMBANGAN LEBIH
LANJUT TTK

EMPAT TTK KEP KAPOLDA JATENG NOMOR KEP/2175/X1/2023
TGL 9 NOV 2023 DAPAT DI DOWNLOAD DI LINK

SOP ISEKS!
MANQAN.QQL&&LTTK

DDD TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK
EEE TTK DUM TTKHBS
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